
3. Undang.... IJ;(
1},' $R

a. bahwa dcngan relah ditetapkanya Peraruran Daerah Kota
Palernbang Nomor 9 Tahun 20 L5tentang Perubahan Keernpat Aras
Peraruran Daerah Kota Palcmbang Nomor 10 Tahun 2Q08 ten lang
Pernbentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lcmbaga Teknis
Daerah KOla Palernbang, serta dalarn rangka memberikan pedornan
pelaksanaan tugas dan Iungsi Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pinru dan Badan Pcngclolaan Keuangan
dan Aset Daerah, maka rugas pokok, Iungsi dan uraian rugas
masing-masing lembaga teknis daerah tersebut, perlu disusun dan
disempumakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud pada
huruf a. perlu menetapkan Peraruran wallkora Palembang reruang
Perubahan I<etiga Alas Peraturan Walikota Palembang Nomor 51
Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungal dan Uraian Tugas
Lembaga Tekrris Daerah Kota Palcmbang;

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembenrukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di sumarera Selatan [Lembaran
Ncgara Republik lndonesia Tahun 1959 NomoI' 73, Tambahan
Lernbaran Ncgara Rcpublik Indonesia Nornor 1821);

2. undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tarnbahau Lcmbaran Negara Rcpub1ik Indonesia
Nornor 3041) scbagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 ,allun 1999 [Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
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1. Ketentuan .... d)-u; AlA

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Walikota Palcrnbang Nomor 51
Tahun 2009 tentangTugas Pokok,Fungal dan Uraian Tugas Lernbaga
Teknis Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang
Tahun 2009 Nornor 51) dan Peraturan Walikota Palernbang Nornor 47
Tahun 2012 (Scrim Daerah Kota 'Palembang Tahun 20 J2 Nomor 47)
dil;lbf~h3cbngni bcrikut:

Pallal I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG- PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERA'J'URAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 5'1 TAHUN 2009
TENTANO TUOAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUOAS LEMBAGA
TEKNIS DAgRAH KOTA PALEMBI\NG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN WALlKOTA PALEMBANG NOMOR 47
TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURJ\N WAW<OTA
NOMOR 51 TAHUI'I 2009 'l'8NTANG TUGAS POKOK. rUNGSI DAN
URAIAN TUG-ASLEMBAGA TEKNIS DAERAH

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan
Dacrah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5587) sebagaimana Lelah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Alas Undnng-Undang Nomo.r 23 Tahun 2014 tentong
Pcmorlntahan Daerah [Lembaran Negara Republlk Indonesia
Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5(79);

4. Peraruran Pernerirnah Nomor 38 Tahun 2007 lentang Pembagian
Urusan Perncrintahan Antara Pemcrintah, Perncrintahan Daerah
Provinsi dan Pemcrlnrahan Daerah Kab/Kota (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 NomoI' 82, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia NomOI'4737);

5. Pcraturan Pernerintnh Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran l'Iegara Republik
Indonesia Tahun 2007 NomOI' 89" Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 47<H);

6. Pcraturan Menteri Dalom Negeri Nemer 57 Tahun 2007 tentang
Perunjuk Teknis Pcnataan Organisasi Perangkat Daorah,
sebagaimana teloh diubah dengan Pcraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tcnrang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasl Pcrangkat Daerah (Serita Negarn ~epllblik
Indonesia Tahun 20 10 Nornor 537);

7. Peraturan Daerah Kota Palerubang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pernbentukau,Suaunan Organisasi dan Tata Kcrja LernbagaTeknis
Dacrah Kola Palernbang [Lernbaran Daerah Kota Palernbang
Tahun 2008 Nornor 10) sebagairnana relah diubah beberapa kall,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palernbang Nomor 9 Tahun
2013 tcntang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kola.
Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pernbenrukan, Susunan
Organisasi dan Tala Kerja Lernbaga Teknis Daerah Kota Palernbang
(Lembaran Daerah Kcta Palembang Tahun 2013 NomoI' 9).
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j. mengawasi ....

a. me:rumuskan rencana kerja, program dan kegiatan urusan
pemerintahan eli bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu sam pintu;

b.menyelenggarakan program dan kegiatan penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pinlu;

c. mernbina, membagi rugas dan memberikan petunjuk
pelaksanaan kerja kepada bawahan;

d.memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu saru pinru;

c. rnengkaji dan menganalisa usulan kebijakan dan telaahan star
terkait urusan penanaman medal dan pclayanan terpadu Salt!
pintu:

f. mengendalikan pclaksanaan pelayanan pcnanarnan modal dan
pelayanan terpadu saru pintu Kota Palernbang;

g. rnenetapkan. potensi unggulan daerah dalarn bentuk peta
lnvestasi Kota Palcmbang;

h.menyelenggarakan promosi dan kerjasamo penanaman modal;
i. rnelakukan koordinasi dan kerjasama dcngan lembaga/Instansi
lain di bidang penanaman modal dan pclayanan terpadu sam
pintu;

Bagisn Kelirna
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasa173

(I) Kepala Badan mernpunyai rugas pokok rnelaksanakan penyusunan
dan pclaksanaan kebijakan dacrah di bidang penanaman modal
dan pelayanan tcrpadu satu pinru sesuai dengan visi, misi dan
program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Mcnengab Daerah,

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan mempunyai fungsi:
a. perumusan kcbijakan dan pedornan tcknis pelaksanaan urusan

penanaman modal dan pe.layanan terpadu satu pinru;
b. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pernerintahan daerah
di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian tugas pada Badan
pcnanaman modal dan pclayanan terpadu satu pintu;

d.pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

e. pclaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan
lcmbagaj instansi lain di bidang penanarnan modal dan
pelayanan rerpadu satu pinrujdan

r. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Pimplnarr/ Atasan
sesuai dengan tugas dan Iungsinya.

(3) Bcrdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dan ayat (2), uraian rugas Kepala Badan adalah sebagai
berikut:

1. Ketentuan Peraturan Walikota Palembang Nomor 51 Tahun 2009
Bagian Kelirna Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Pasal
73 sampai dcngan Pasal 89, diubab dan berbunyi sebagai berikut:
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i. rnenvusun....
saru pintu;

Pasal74

(1) Sekretariat mempunyai tugas pokok rncnyelenggarakan keglatan
di bidang administrasi umum, kepegawaian, keuangan,
perencanaan dan pelaporan.

(2) Unruk rnelaksanakan rugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sekretaris mernpunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariaten ;
b. pelaksanaan program kerja dan kcglaian serta pelayanan

administrasi kesekretariatan meliputl tata usaha dan
kepegawaian, administrasi umum, perlengkapau, keuangan
serta penyusunan program;

c. pcngawasan, pembinaan dan pcngcndalian tugas
kesekrerariatan:

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kesekretariatan;

c. pelaksanaan koordlnasi dan kerjasama dengan
lcmbaga/Instansi lain dibidang kesekretariararudan

f. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan rugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2), uraian rugas Sekretaris adalah sebagai
berikut:

a. mcnyusun rcncana kerja. program dan kegiatan
kesekretariatan pcnanaman modal dan pelayanan terpadu satu
piruu;

Q. menyelenggarakan program dan kegiatan kesekretariatan
penanarnanmodal dan pelayanan rerpadu saru pinru;

c. mcmbina, mernbagi tugas dan mernberikan petunjuk
pelaksanaan kerja kcpada bawahan;

d. merneriksa, memaraf danj atau menandatangani naskah dinas
di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
piruu;

e. menyelenggarakan usulan dan telaahan star terkait urusan
adrninistrasi umum, sarana dan presarana, poralatan dan
pcrtengkapan karnor, adminlstrasi kepegawaian, administrasi
keuangan serta perencanaandan pelaporan BadanPenanaman
Modal dan Pelayanon Terpadu Sam Pinru;

f. mcngendalikan pelaksanaan pelayanan umum, kepegawainn
keuangan serta perencanaan dan pelaporan Badan Pcnanarnan
Modal dan PclayananTerpadu Satu Pintu;

g. nlelakukan koo,.dinAsi d,," k..,rj...sarn.>l denS(ln
lembaga/Inerensi lain eli bidang kesekreiariatan:

h. mengawasi/monitoring don mengevaluasl kegiatan pada
Sekretoriat Badan penanaman modal dan pelayarian terpadu

Paragraf2
Sekretariat

j. rnengawasi/monitoring dan mengevaluasi kegiatan pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinru;

k. mcnyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
rnenctapkan penilaian prcstasi kerja bawahan:

I. menandaranganl dokumcn pc.rijinan dan non perijinan sesuai
dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;dan

m.mcnyusun laporan pelaksanaan rugas Kepala Badan
Penanaman Madill dan Pclayanan Terpadu Sam Pinlu.
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i. mcny'llsun .... rD
'IJ,' """"

Q. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan
kesekretariatan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu
pinru;

b. rnenyelenggarakan program dan kegiatan kesekretariatan
penanaman modal dan pelayanan rerpadu satu pinru;

c. membina, mernbagi tugas dan memberikao petunjuk
pelaksanaan kerja kepada bawahan;

d. memeriksa, mernaraf dan/stau menandatanganinaskah dinas
di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu saru
piom;

e. menyelenggarakan usulan dan telaahan stat terkait urusan
administrasi urnum, sarana dan prasarana, pcrala tan dan
perlengkapan kantor, administrasi kepcgawaian, adrninistrasi
keuangan serta perencanaan dan pelaporan Badan Penanaman
Moclaldan Pelayanan Torpadu Satu Pintu;

f. mengendalikan pclaksanaan pelayanan urnurn, kepegawaisn
keuangan serta perencanaan dan pclaporan Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Sam Pintu;

g. rnelakukan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/ insiansi lain di bidang kcsekretariatarij

h. rnengawaaij monitoring dan mengevaluasi kegiatan pada
Sekretariat Badan pcnanaman modal dan pelayanan terpadu
saw pinru;

(1) Sekretariat rnernpunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan
di bidang adruinistrasi umurn, kepegawaian, keuangan,
percncanaan dan pelaporan.

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pcnyusunan rencana program dan kegiatan kesekretariatan ;
b. pelaksanaan program kcrja dan kcgiatan serta pelayanan

administrasi kesekretariatan rneliputi lata USal18 dan
kepegawaian, adminisrrasi umum, perlengkapan, keuangan
serta pcnyusunan program;

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian tugas
kesekretarlatan:

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
kesekretariatan;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lernbaga/ inatansi lain dibidang kesekretariatanjdan

f. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
deogao rugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan Cungsi sebagaimana dlmaksud
pada ayat (l) dan ayai (2), uraian tugas Sekretaris adalalt sebagai
berikut:

Pasal 74

Paragraf2
Sekretariar

j. mengawasi/monitoring dan mengevaluasi kegiatan pada Badan
Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu;

k.menyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan;dan

I. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Saru Pintu.
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PasaI76 .... £e,
v;

a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan sub bagian
umum dan kepegawaian:

b. mcnyelenggarakan program dan kegiatan sub baglan urnurn dan
kepegawaian;

c. mernbina, mernbagi rugas dan mernberikan perunjuk
pelaksanaan korja kepada bawahan;

d. merneriksa, mernaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
urusan umum dan kepcgawaian;

c. mengelola urusan surat-rnenyuratyrara naskah dinas;
r. mengelola urusan rurnah tangga, pcrpustakaan, kearsipan,

keprotokolan dan kehurnasan;
g_melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lerubaga/Instansi

lain di bid aug urnum dan kepegawaian;
h. mengawasi dan melaksanakan pelayanan adminisrrasi urnum

ciao kepcgawaian sesuai dengan ketentuan pcraturan
perundang-undangan yang berlaku;

i. menyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
rnenetapkan penilaian presrasi kerja bawahan;

j. rnernfasilitasi pemrosesan penctapan angka kredit jabaian
fungsional di lingkungan Badan;

k. me~gaw~si/monitoring dan mengevaluasl kegiatan pada Sub
Bagian Umurn dan Kepegawaian.dan

I. menyusun laporan pelaksanaan rugas Kepala Suo Bagian
Umum dan Kepcgawaian Badan Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Ssru Pinru.

Pasal75

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mernpunyai rugas pokok
melaksanakan sebagian rugas dan fungsi Sekretariat di bidang
adrninistrasi urnum dan administrasi kepegawaian.

(2) Unruk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Umurn dan Kcpegawaian mcmpunyai fungsi:

a. pcnyusunan rencana program dan kegiaran sub bagian Umum
dan Kepegawaian;

b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan serta pelayanan
adminisirasi kepegawaian kesekretartaran meliputi tata usaha
dan kcpcgawaian, administrasi urrrum, perlengkapan,
keuangan serta penyusunan program;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian rugas administrasi
umum dan adminlstrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi
umum dan administrasi kepegawaian:

e. pclaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan
lernbaga/Insransi lain di bidang administrasi umum dan
adrninistrasi kepegawaian.dan

f. pelaksanaan eugas lain yang diberikan -oleh Atasan sesuai
dengao tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok ·dan fungsi sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), uraian luges Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian adalah sebagai berikut:

i. rnenyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
rnenetapkan pcnilaian prestasi kerja bawahan;dan

j. menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretaris Badon
Penanarnan Modal dan Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu.
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Pasal 76

(1) Sub Bagian Keuangan mernpunyai iugas pokok rnelaksanakan
sebagian tugas dan Iungsi Sekretariat di bidang administrasi
keuangan. .

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (II.
Sub Bagian Keuangan rnernpunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian
Kcuangan;

b. pelaksanaan program kerja dan kegiatan serta pelayanan
adrninistrasi keuangan;

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian tugas administrasi
keuangan;

d. pclaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan adminlstrasi
keuangan:

e. pclaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan
lernbagay instansi lain di bidang keuangan.dan

L pelaksariaan tugas lain yang dibelikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadirnaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan
adalah sebagai berikut:

a.rnenyusun rcncana kerja, program dan kcgiatan sub bagian
kcuangan;

b.menyelenggarakan program dan kcgiaian sub bagian keuangan;
c. membina, rnernbagi rugas dan mernberikan perunjuk
pelaksanaan kerja kepada bawahan;

d.mcrneriksa,mernarafdanjatau menandatanganinaskahdinas
urusan keuangan;

c. menyeleriggarakan usularr dan telaahan staf terkait urusan
keuangan:

f. mengelola kas Badan sesuai dcngan ketentuan pcraruran
perundang-undangan yang berlaku;

g.mengendalikan penatausahaan pendapatan yang berasal dari
retribust sesuai. dengan ketcnruan peraruran perundang
undangan yang berlaku;

h.mcngawasi dan melaksanakan pelayanan di bidang kcuangan
Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku;

i. rnengelola penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan scbagai
bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan
Badan;

j. rnenyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan kerentuan
peraruran perundang-undangan yang berlaku;

k.rncngelola urusan keuangan;
1. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembagaj'instansi
lain di bidang keuangan;

m. mcngawasi dan melaksanakan pelayanan adrninisrrasi
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan pc rundang
undangan yang berlaku;

n. menyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan;

o. mengawaai/ monitoring dan mengcvaluasi kegiatan pada sub
bagian keuangarudan

p. rnenyusxm laporan pelaksancnn rugas Kcpala Sub I3agian
Keuangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Sam Pintu.
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Paragraf 3....~
1.1:

Pasal77

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Peiaporan mempunyai rugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dan Iungsi Sekretariat di bidang
perencanaan, cvaluasi, dan pclaporan.

(2) Unruk melaksanakan rugae sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai Iungsi:

Q. penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian
perencanaan dan pelaporan:

b. pelaksanaan program kcrja dan kegiatan serta perencanaan,
cvaluasi, dan pelaporan;

c. pengawasan, pembinaan dan pcngendalian rugas administrasi
perencanaan, evaluasi, dan pelaporan:

U.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi
perencanaan, evaluasi, dan pclaporan;

c. pelaksariaan koordinasi dan kerjasama dengan
Iembaga/Iustanst lain di bidang perencanaan, evaluasi, dan
pelaporan;dan

f. pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh Atasan sesuai
dengan rugas dan Iungsinya. .

(3) Berdasarkan tugas pokok dan Iungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayaf (2). uraian rugas Kepala Sub Bagian Perencnnaan
dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

a. rncnyusun rencana kerja, program dan kegietan sub bagian
perencanaan dan. pelaporan:

b.menyelenggarakan program dan kegiatan sub bagian
perencanaan dan pelaporan;

c. merrrbina, membagi tugas dan mcmbcrikan perunjuk
pelaksanaan kerja kepada bawahan;

d. rnemeriksa, rnernaraf dan/ atau rnenandatangani naskah dinas
urusan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;

e. rneuyclcnggarakan usulan dan tclaahan star terkait urusan
perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;

r. meuyusun rencana program dan kegiatan Badan meliputi
Rencana Strategis (Renstra], Reneana Kerja (Rcnja), lndikator
Kinerja Utama (U{U), Rcnean Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA,
DPAI DPPA dan Penetapan Kincrja (rK);

g. rnengkoordinir pengumpulan dan pengadministrasian usulan
KAK,Renja, RKT, RKA/RKPAdan laporan akuntabilitas kinerja
dari unit kerja di lingkungan Badan;

h. mcngawasir monitorlng dan mengcvaluasi kcglarao pada Sub
Bagian perencanaan, evaluasi, dan pclaporan;

i. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembagaj instans!
lain eli bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan; .

j. rnengawasi dan melaksanakan pelayanan admlnistrasi
keuangan seauai dengan ketenruan peracuran perundang
undangan yang berla ku;

k. menyusun sasaran kcrja, rnengukur capaian kerja dan
menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan:

I. mengawasij rnonitoring dan mengevaluasi kegiatan pada Sub
Bagian Perericariaart dan Pclapcran.dan

m.rncnyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Pclaporan pada Badan Penanarnan Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

7



pasal79 ....~

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana rersebut pada ayat (1),
Bidang Pcnanaman Modal mempunyai fungsi:

a. pcrurnusan kebijakan dan pedoman tcknis pelaksanaan urusan
pelayananpenanaman modal;

b. penyclenggaraan dan pclaksanaan urusan pcmerintahan daerah
rli bidang penanuman modal;

c. pengawasan, pcmbinaan dan pengcndalian tugas pada bidang
penanaman modal;

d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pclaksanaan
tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembaga/tnsransl lain di bidang penanarnan modal;dan

r. pclaksanaarr tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan Iungsinya.

(3) Bcrdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dan ayat (2), uraian rugas Kepala Bidang Penanarnan
Modal adalah sebagai berikut:

a. rnenyusun rencana kerja, program dan kegiatan bidang
pcnanarnan. modal;

b. menyelcnggarakan program dan kegiatan bidang penanaman
modal;

c. mernbina, membagi tugas 'dan membcrikan petunjuk
'pclaksan'aan kerja kepada bawahan;

d. memeriksa, mernaraf danj atau menandatangani naskah dinas
bidang penanaman modal;

c. menyelenggarakan usulan dan telaahan staf terkait urusan
bidang penanaman modal;

(. mengkaji dan mcnganalisausulan dan telaahan star terkait
promosi da.n kerjasama investasi, pengernbanganporensi
daerah dan urusan penanaman modal;

g. menyelenggarakan kegiatan promosi dan kerjasarna invcstasi;
h. menyusun kebijakan pcngembangan potensi daeran;
1. rnelaksanakan pengernbangan potenai daerah;
j. mengawasi/rnoniroring dan mcngevaluasi kegiatan pada sub

bagian perencanaan, evaluasi, dan pelaporan;
k. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembagayinstansi

lain di bidang penanaman modal;
I. mcngawasi dan melaksanakan -pe!.ayanan di bidang penanaman

modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan Y?TIgberlaku;

m. menyusun sasaran kerja, mengukur eapaian kerja dan
menetapkan penilaian prcstasi kcrja bawahan:

n. mcngawaeiyrncnitortng dan mengevaluasi kegiatan di bidang
penanaman modal;dan

o. menyusun laporan pctaksanaan tugas Kepala Bidang
Penanarnan Modal pada Badan Penanarnan Modal dan
Pclayanan Tcrpad u SaN Piriru,

(1)Bidang Penanarnan Modal mcrnpunyai rugas pokok
menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan dalam
lingkup pelayanan eli bldang penanarnan modal.

Paragraf S
Bidang Pcnanaman Modal

Pasa! 78
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q. mengawasl.. ..

(2)Untuk melaksaoakan tugas sebagaimana tcrsebut pada ayat (I),
Sub Bidang Promosi dan Kerjasama lnvestasi rncmpunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan
promosi dan kerjasama investasi;

b. pcnyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pcmerintahan daerah
di bidang promosi dan kerjasama investasi;

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian cugas dl bidang
promosi dan kcrjasarna invesrasi;

d.pelaksanaan monitoring cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasruna dcngan
Icmbagaj instansi lain di bidang promosi dan kerjasama
investasi;dan

f. pclaksanaan tugas lain yang diberikan olch Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan rugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), uraian rugas Kepala Sub Bidang Prornosidan
Kerjasama Iuvestasi adalah sebagai berikut:

a, menyusun rencana kerja, program dan kegiatan promosi dan
kerjasarna lnvcstasi;

b. mcnyelenggarakan program dan kegiatan promosi dan
kerjasama investasi;

c. membina, rnernbagi tugas dan mernberikan pctunjuk
pelaksannan kerja kcpada bawahan;

d. merueriksa, rnemaraf dari/atau menandatangani naskah dinas
kegiatan promosi dan kcrjasama investasi;

e. menyelenggarakan usulan dan telaahan star terkair urusan
kegiatan prornosi dan kerjasama investasi;

f. rnelaksanakan prornosi potensi dan peluang invcstasi;
g. mengkaji dan rnenganalisa usulan dan telaahan star terkait

promosi dan kerjasarna investasi;
h. menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam rangka kcrjasarna

investasi;
i. rnengadakan pameran dan publlkasi;
j. mcnyiapkan pedornandan perunjuk teknis pelaksanaan dan

kerjasama investaai;
k. rnenyiapkan jumlah data penyelenggaraanpromosi dan jurnlah

kerjasama investasi secara berkala;
I. rnenyelenggarakan keglaran prornosi dan kcrjasama invcstasi;
m. mengawasij'mouitcrtng dan rnengevaluasi kegiatan pada sub

bagian prornosi dan kerjasama invcstasi:
n. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lcmbagayinstansi

lain di biclang promosi dan kerjasarna investasi: -
o. mengawasi dan rnelaksanakan pelayanan di bidang promosi dan

kerjasama 'investasi sesuai dengan ketentuan peraruran
perundang-undangan yang berlaku;

p. menyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
menetapkan penilaian prestasi kerja bawahnn:

Pasa179

(1) Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi mempunyai rugas
pokok melaksanakan scbagian tugas dan fungsi Bidang
Penanaman Modal yang berkcnaan dengan Prornosi dan Kerjasarna
lnvestasi.

9



n. menyusun., ..{}o
'\1,' I'.!'v..

(1) Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah mcmpunyai tugas
pokok rnelaksanakan sebagian rugas dan fungsi Bidang Pelayanan
Penanaman Modalyang berkenaan dengan Pengernbangan Potensi
Daerah.

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayal (1),
Sub Bidang Pengembangan Potensi Daerah mempunyai fungsi;

a. perumusan kebijakan dan pedornan teknis pelaksanaan urusan
pengembangan potensi daerah;

b. penyelenggaran dan pelaksanaan urusan pernerintahan daerah
di bidang pengcmbanganpotensi daerah:

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian rugas di bidang
pcngcmbangan potensi dacrah:

d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan petaksanaan
rugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan
Iernbaga/Instansl lain di bidang pcngernbangan pctensi
daerah.dan

f. pelaksanaan tugas lain yang dlberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi scbagaimana dimaksud pada
ayai (1) dan ayat (2). uraian tugas Kepala Sub Bidang
Pengernbangan Potensi Daerah adalah scbagal berikut:

a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pengembangan
potensl daerah:

b. menyelenggarakan program dan kcgiatan pengernbangan
potensi dacrah;

c. mernbina, membagi urgas dan mcrnberikan petunjuk
pelaksanaan kerja kepada bawahan;

d. memeriksa, mernaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
kegiatan pcngernbangan potensi daerah:

c. menyelenggarakan usulan dan telaahan star ierkait urusan
kcgiatan pengembangan potensi daerah;

f. rnelaksanakan kebijakan dan rnengevaluasi penzman
penunaman modal serta pengernbangan potensi daerah;

g. .mclakukan koordinasi serta penetapan objek dengan
melakukan peninjauan lapangan;

h. mcngidenrifikasi potensl daerah yang strategis unruk mcnarik
para pcnanam modal daerah baik dalarn maupun luar negeri;

i. rnenyajikan data potensi daerah unruk dikembangkan dan di
publikasikan;

j. mengkaji dan menganalisa usulan dan telaahan staf terkait
pengcmbangan porensl daerah;

k. menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam rangka
pcngernbangan potensi dacrah serta perunjuk teknis rnengenai
pelayanan perijinan penanaman modal;

I. menyiapkan pedoruan dan petunjuk teknis pelaksanaan
pengembangan potcnsi daerah:

m. rnenyclcnggarakan kegiatan pcngernbangan potensl daerah;

q, mengawasl/ monitoring dan mengevaluasi kegiatan di bidang
promosi dan kerjasarna investasi;dan

r. rnenyusun laporan pclaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Prornosi dan Kerjasama lnvcstasi pada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 80
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e. menyelenggnrakan ... .n/)'IJ.; ~

Paragraf c
Bidang Pelayanan Perijinan Perekonornian

dan Kcsejahteraan Rakyat

Pasal81

(1) Bidang Pclayanan Perijinan Perckonornian dan Kesejahteraan
Rakyat mernpunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas
dan Iungsi Baden dalam lingkup pelayanan pcrijinan di bidang
perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk melaksanakan rugas pokok sebagaimana tersebut pada
ayat (1). Bidang Pelayanan Perijinan Perekonomian dan
Kesejahteraan Rakyai mempunyai fungsi:

3. perurnusan kcbijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan
pelayanan perijinan pcrckonornian dan kesejahteraan rakyai;

b. penyelenggaran dan pelaksanaan urusan perncrintahan daerah
di bidang pelayanan perijinan perekonornian dan kesejahteraan
rakyat;

e. pcngawasarr, pernbinaan dan pengendalian rugas di bidang
pelayanan pcrijinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

d. pelaksanaan monircring cvaluasi dan pelaporan pelaksanaan
uigas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasarna dengan
lernbaga/ instansl lain di bidang perijinan pcrekonomian dan
kesejahteraan rnkyat.dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dcngan tugas dan Iungsinya.

(3) Berdasarkan rugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat Il) dan ayat (2), uraian rugas Kepala Bidang Pelayanan
Perijinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai
berikut:

a. menyusun rencana kerja, program dan keglatan pelayanan
perijinan perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

b. mcnyclcnggarakan program dan kcgiatan pclayanan perijinan
perekonomian dan kesejahteraan rakyat;

c. membina, membagi rugas dan memberikan perunjuk
pelaksanaan kerja kepada bawahan;

d. memeriksa, memaraI danj atau menandatangani naskah dinas
kegiatan pelayanan perijinan perckonomian dan kcscjahtcraan
rakyai:

n. menyusun kebijakan pengembangan potensi daerah:
o. melaksanakan pengembangan potensi daerah;
p. mclakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/Instansi

lain di bidang pengernbangan pcrensi daerah;
q. mengawasi dan melaksanakan pelayanan dj bidang

pengernbangan potensi daerah scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bcrlaku:

r. menyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan;

s. mengawasi/monitoring dan mcngcvaluasi kegiatan di bidang
pengembangan potensi daerahjdan

r, rnenyusun laporan pclaksanaan rugas Kepala Sob Bidang
Pcngernbangan Potensi Daerah pada Badan Penanaman Modal
dan Pclayanan Terpadu Satu Pinlu.

II



8.. menyusun ....
~

e. menyclenggarakan usulan dan ielaahan star terkait urusan
kegiatan pelayanan pcrijinan pcrckonomlan dan kescjahteraan
rakyat;

r. melaksanakan kebijakan pelayanan perijinan pcrekonomian
dan kesejahteraan rakyat;

g. mengkaji dan menganalisa usulan dan telaahan staf terkait
.pclayanan pcrljinan perekonornian dan kesejahteraan rakyat;

h. rnenyiapkan bahan yang dibutuhkan dalarn rangka Pelayanan
perijinan perekcnornian dan kcscjahtcraan rakyat;

i. menyinpkan pedoman dan pctunjuk teknis pelaksanaan
pelayanan perijinan perekonomian dan keaejahtcraan rakyai:

j. menyelenggarakan kegiatan pelayanan perijlnan pcrckonornian
dan kceejahteraan rakyat;

k. menyusun kcbijakan pelayanan perijinon perekonomtan dan
kesejahteraan rakyat;

I. melaksanakan pelayanan perijinan perekonornian clan
kesejahteraan rakyat;

rn.mengawasl /monitoriug dan mcngcvaluaal kcgiatan pada bidang
pelayanac pcrijinan perekcnomian dan kesejahteraan rakyat;

n. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lernbaga/Instansi
lain di bidang perljinan perekonomlan dan kcsejalueraan
rakyar:

0, mengawasi dan, melaksanakan pclayanan til bidang pelayanan
pcrijinan perekonornian dan keseiahteraan rakyat scsual
dengan kctcntuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku:

p. menyusun sasa ran kerja, mcngukur capaian kerja dan
mcnetapkan penilaian prestasi kerja bawahanjdan

q, menyusun laporan pclaksanaan tugas Kepalu Bidang Pelayonan
Perijinan Perekonornian dan Kesejahtcraan Rakyai pada Badan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu,

Pasal82

(1)Sub Bidang PeriJinan Usaha, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakya;
mernpunyai tugas pokok rnelaksanakan pelayanan perijinan di
bidang usaha, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.

(2) Untuk rnclaksanakan tugas pokok scbagaimana dirnaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Perijinan Useha, Kesehatan dan
Keseiahteraan Rakyet mempunyai Iungsi:

a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan
perijinan usaha, kesehaian dan kesejahtcraan rakyat;

b. pcuyelenggaraan dan pelaksanann urusan pemerintahan daerah
di bidang perijinan usriha, kesehaian dan kesejahieraan rakyat;

c. pengawasan, pemblnaan dan pengendalian tugas di bidang
pcrijinan usaha, kesehatan don kesejahteraan rakyat;

d. pelnksanaan monitoring evaluasi dan pclaporan peleksanaan
uigas:

e. pelnksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lembagay insvansi lain di bidang perijinan usaha, kesehatan dan
kesejahteraan rakyat.dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Atasan sesuai
dengan togas dan Iungsinya.

(3)Berdasarkan tugas pokok dart Iungai ecbagalmanadlrnaksud pada
ayat (1) clan ayat (2), uraian tugns Kepala Sub Bidang Perijinan
US<:I.hl-\,I{c~claahul ~hw KClSc::jl:lhle;IlotUlI RukyUl ndlllah scbagai
berikut:
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(2) Unluk ....

Pasa183

(I) Sub Bidang Pelayanan Perijinan Perindustrian, Pcrdagangan,
Kopcrasi dan Pariwisaltt. mernpunyai tugas pokok mclaksanakan
sebagian tI.1gas dan fungsi S,idang l'elayanan Pcrijinan
P<:.rind~lstrian, Perdagang1<ln,1<operasidan Pariwisata.

a. menyusun rencana kerja, program dan kegiaian penjinan
usaha, kcsehatan dan kesejahteraan rakyat berdasarkan tugas,
permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan rencana
straregis serra rcncana kerja dan anggaran Badan;

b.menyelenggarakan program dan kcgiaian perijinan usaha,
kcsehatan dan kesejahteraan rakyat;

c. menyusun konsep kebijakan, pedornan dan petunjuk teknis
rnengenai pelayanan perizinan di sub bidang perijinan usaha,
kesehatan dan kesejahteraan rakyat;

d. menyelenggarakan adrninistrasi pelayanan perizinan di sub
bidang perijinan usaha, kesehatan dan kesejabteraan rakyai:

c. merneriksa administratif dan teknis persyaratan pcrizinan di
sub bidang periji..nan usaha, keseharan dan kesejahteraan
rakyat;

f. rnenerbitkan dan mendistrtbusl sural perizinan di sub bidang
perijinan usaha, kesehatan dan kesejahtcraan rakyar;

g. membina, membagi tugas dan membcrikan petunjuk
pelaksanaan kcrja kepada bawahan;

h. memcriksa, rnernaraf dan/atau menandatangani naskah dinas
kegiatan bidang perijinan usaha, kesehatan dan kcsejahteraan
rakyai:

i, menyelenggarakan usulan dan telaahan staf terkait urusan
kegiatan bidang perijinan usaha, kesehatan dan kesejahteraan
rakyat:

j. melaksanakan kebijakan bidang perijinan usaha, kesehatan dan
kesejahteraan rakyat;

k. mengkaji dan menganalisa usulan dan telaahan star terkait
petayanan bidang perijinan usaha, kesehatan dan kesejahtcraan
rakyat;

I. mcnyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan
bidang perijinan usaha, kesehatan dan kesejahteraan rakyat:

m. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelalcsanaan
pclayanan bidang pcrijinan usaha, kesehatan dan kesejahteraan
rakyat;

n. menyelenggarakarr kegiatan pcJayanarr bidang pcrijinan usaha,
kesehatan dan kesejahteraan rakyar;

o. mcnyusun kebijakan pelayanan bidang perijinan usaha,
keschatan dan kesejahteraan rakyat;

p, rnelaksanakan pelayanan bidang perijinan usaha, kcsehatan
dan kesejahteraan rakyal;

q. mengawasi/rnoniroring dan mengevaluasl kcgiatan pada bidang
perijinan usaha, kesehatan dan kesejahreraan rakyat;

r. melakukan koordinasi dan kerjasarna dcngan lernbagaj insransl
lain di bidang perijinan usaha, kesehatan dan kcscjahteraan
rakyat;

s.. rnengawasi dan melaksanakan pelayanan di bidang perijinan
usaha, kesehatan dan kescjahteraan rakyat sesuai dcngan
ketentuan peraturan pcrundang-undangan yang berlaku;

I:. menyusun sa saran kerja, mcngukur capaian kerja dan
rncnetapkan penilaian prcstasi kerja bawahan;dan

u. menyusun laporan pelaksauaan tugas Kepala Sub Bidang
Perijinan Usaha, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyal pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SaLUPintu,
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m. menyiapkan ....

(2) Untuk rnelaksanakan rugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayai (1), Sub Bidang Perijinan Perindustrion, Perdagangan,
Kopcrasi dan Pariwisata rnempunyai Iungsi:

a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan
perijinan perindustrian, perdagongan, koperasi dan pariwisata;

b. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pernerintahan daerah
di bidang perijinan perindustrian, perdagangan, kopcrasi dan
pariwisaia;

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian tugas di bidang
perijinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata:

d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rugas;

c. pelaksanaan koordinaai dan kerjasama dengan lembaga/instansi
lain di bidang pcrijinan perindustrian, penlagangan, koperasi
dan pariwisatajdan

f. pelaksanaan rugas lain yang diberlkan oleh Atasan sesuai
dengan rugas dan Iungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungs! sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), uraian rugas Kepala Sub Bidang Perijinan
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata adalah
sebagai berikur:

Q. mcnyusun rencana kerja, program dan kcgiatan perijinan
perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata
berdasarkan tugas, permasalaban dan regulus] sebagai buhan
penyusunan rencana straregis serta rencana kerja dan anggaran
Badan;

b. rnenyelenggarakan program dan kegiatan perijinan
perindusrrian, perdagangan, kopcrasi dan pariwisaia:

c. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan pernnjuk teknis
mengenai pclayanan perizinan di sub bidang perijinan
perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata;

d. menyelcnggarakan adminlstrasi pelayanan perizinan di sub
bidang perijinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan
pariwisata;

e. memeriksa administradf dan teknis persyaraian perizinan di
sub bidang pcrijinan perindustrian, perdagangan, kopcrasi dan
pariwisata;

f. mcnerbitkan dan mendistribusi surat perizinan di sub bidang
perijinan perindusrrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata;

g. membina, membagi togas dan mernberikan petunjuk
pelaksanaan kerja kepada bawahan;

h. merneriksa, rnernaraf dan/ata\! rncnandatangani naskah dinas
kegiatan bidang pcrijinan perindustrian, pcrdagangan, koperasi
dan parlwisata;

i. rnenyelenggarakan usulan dan telaahan star terkait urusan
kcgiatan bidang perijinan pcrindustrian, perdagangan, koperasi
dan pariwisata;

j. melaksanakan kcbijakan bidang penjman perindustrian,
perdagangan, koperasi dan pariv...risata;

k. mcngkaji dan menganalisa usulan dan telaahan staf terkait
pelayanan bidang perijinan perindustrian, perdagangan,
koperasi dan pariwisata;

I. menyiapkan bahau yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan
bidang pcrijinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan
pariwisata;
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c. menyusun .... ~

Paragraf 5
Bidang Pelayanan Perijinan Pembangunan dan Lingkungan

Pasa184
(1) Bidang Pelayanan Perijinan Pernbangunan dan Lingkungan

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas dan
Iungsi Badan dalam Iingkup pelayanan perijinan di bidang
pernbangunan dan lingkungan.

(2) Untuk mclaksanakan rugas pokok sebagaimana dlmaksud pada
ayat (1), Bidang Pelayanan Perijinan Pernbangunan dan
Lingkungan mempunyai fungsi:

a. perumusan kcbijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan
'pelayanan perijinan pernbangunan dan lingkungan;

b. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah
.di bidang pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan;

c. pengawasan, pcmbinaan dan pengendalian tugas di bidang
pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan;

d. peiaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rugas;

e. pelakeanaan koordinasi dan kerjasama d<:,~gan
lernbagaj lnstansi lain di bidang pelayanan pcruinan
pembaugunan dan lingkungan;dan

f. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan rugas dan fungsinya,

(3) Berdasarkan tugas pokok dan Iungsi sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pelayanan
Perijinan Pcmbangunan dan Lingkungan adalah sebagaiberikut:

9. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pclayanan
perij inan pembangunan dan lingkungan;

b. rnenyclcnggarakan program dan kegiatan pe!ayanan perijinan
pcmbangunan dan lingkungan;

m. menylapkan pedornan dan perunjuk teknis pelaksanaan
pelayanan bidang pcrijinan perindustrian, perdagangan,
koperasi dan pariwisata.;

n. menyelenggarakan kegiatan pelayanan bidang pcrijinan
perindustrian, pcrdagangan, koperasl dan pariwisata;

o. mcnyusun kebijakan pelayanan bidang pcrijinan perindustrian,
perdagangan, koperasi dan pariwisara;

p, melaksanakan pelayanan bidang perijinan pcrindustrian,
perdagangan, koperasi dan pariwisata;

q. mengawasi/monitoring dan mengevaluasi kegiatan pada bidang
pcrijinan perindustrian, perdagangan, koperasi dan pariwisata;

r. melakukan koordinasl dan kerjasarna dengan, lembaga/Instansi
lain di bidang perijinan pcrlndustrian, perdagangan, koperasi
dan pariwisata;

s. mcngawasi dan mclaksanakan pelayanan di bidang pcrijinan
perindustrian, perdagangan, koperosi dan pariwisata sesuai
dengan kctentuan peraruran perundang-undangan yang
bcrlaku;

t. rnenyusun sasaran kerja, mengukur capaian kcrja dan
menetapkan penilaian prestasi kcrja bawahan;

u. rnenyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perijinan
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisara pada
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Tcrpadu Saru Pintu.

15



c. pengawesan....~

Pasal85
(I) sub Bidang Perijinan Konstruksi don Perhubungan mernpunyai

rugas pokok melaksanakan sebagian rugas dan fungsi Bidang
Pelayarian Pcrijlnan Pcmbangunan dan Lingkungan, m<:~~puti
kocrdinasi dan rneneliti kelengkapan dokumen pCl'1J1I1an
konstruksi dan pcrhubungan.

(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
syat (1), Sub Bidang Perijinan Konstruksi dan Perhubungan
mcrnpunyai Iungsi:

fl. perurnusan kebijakan dan pedoman teknis pclaksanaan urusan
pelayanan perijinan konstruksi dan perhubungan;

b. penyelenggnrl\l\n d(\n pel~\ks(\n(\(\n llnl""n p,.m"rintl~h"1n ,j""r"h
eli bidang pelayanan perijinan konstrukst dan perhubungan:

c. rnenyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
rnengenai pelayanan perijinan pcmbangunan dan lingkungon;

d. menyelenggarakan administrasi pclayanan perijinan
pcmbangunan dan lingkungan;

e. memcriksa administratif dan teknis persyaratan pelayanan
perijinan pcmbangunan dan lingkungan;

f. rnenerbitkan dan rnendistribusl sural perizinan di biclang
pelayanan perijinan pembangunan dan lingkungan;

g. membina, membagi rugas dan memberikan petunjuk
pclaksanaan kerja kepada bawahan:

h. memeriksa, mcmaraf darr/utau menandatanganl naskah dinas
kegiatan bidang pelayanan perijlnan pembangunan dan
Iingkungan;

i. rnenyelenggarakan usulan dan telaahan staf terkalt urusan
kcgiatan bidang pelayanan perljinan pernbangunan clan
lingkungan;

j. melaksanakan kebijakan bidang pelayanan perijinan
pernbangunan dan lingkungan;

k. merigkaji dan menganallsa usulan dan telaahan star terkau
pclayanan perijinan pernbangunan dan lingkungan;

I. menyiapkan bahan yang diburuhkan dalam rangka pelayanan
bidangperljinan pembangunan dan lingkungan;

m.mcnyiapkan pedomon dan petunjuk tcknls pelaksanaan bidang
peleyanan perijinan pernbangunan dan lingkungan:

n. rnenyelenggarakan kcgiaian bidang pelayanan perijinan
pembangunan dan lingkungan;

o. menyusun kcbijakan bidang pelayanan perijinan pernbangunan
dan lingkungan;

p. mclaksanakan bidang pelayanan pcrjjlnan pernbangunan dan
lingkungan;

q. rnengawaslzrnonltortng dan mengevaluasi kegiatan pada bidang
pelayanan pcrijinan pembangunan dan linglcungan;

r. melakukan koordinasl dan kcrjasama dengan lernbaga/Instansi
lain di bidang pelayanan perijinan pernbangunan dan
lingkungan:

s. mengawasi dan mclakeanakan pelayanan di bidang pelayanan
perijinan pembangunon dan lingkungan sesual dengan
keteniuan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

t. menyusun saaaran kerja, mengukur capaian kerja dan
rnenetapkan penilaian prestasl kerja bawahan.dan

u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kopala Btdang Pelayanan
Perijinan Pernbangunar» dan Lingkungan pada Badan
Penanarnan Modal clan Pelayanan Terpadu Sam Plum.
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u. mengawasi.. .. 'if,W

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian togas di bidang
pelayanan perijinan konstruksi dan perhubungan;

d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pclaksanaan
tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lernbaga/Instansi lain di bidang pelayanan pcrijinan kcnstruksi
dan perbubungau.dan

1". pelaksanaan tugas loin yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan Iungsi sebagaimana dirnaksud pada
ayat (II dan ayat (2), uraian togas Kepala Sub Bldang Perijinan
Konstruksi dan Perhubungan adaJah sebagai berikut:

a. mcnyusun rencana kerja, program dan kegiutan perijinan
konstruksl dan perhubungan berdasarkan rugas, permasalahan
dan regulasi sebagai bahan penyusunan rericana straregis serta
reneana kerja dan anggaran Badon;

b. menyelenggarakan program dan. .kegiatan sub bidang perijinan
konstruksi dan perhubungan;

c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi,
permasalahan, peraruran perundang-undangan dan
kebijaksanaan tcknis yang berkaitan dengan _ pelayanan
perijinan;

d. menyusun konscp kebijakan, pedoman dan petunjuk reknis
mengenai pelayanan pcrlzinan di sub bidang perijinan
konstruksi dan perhubungan;

e. rnenyelenggarakan administras! pelayanan perizinan di sub
bidang perijinan konstruksi dan pet:bubungan;

r. mcmcriksa administratif dan teknis persyararan perizinan di
sub bidang perijinan konscruksi dan pcrhubungan;

g. menyelenggarakan upaya pernecahan masalah yang berkaitan
dengan pelayanan perijinan;

h. rnenyelenggarakan kchijakan, birnbingan dan pernbinaan scrta
petunjuk 'teknis yang berkaitan dengan pelayanan perijinan;

i. rnembina, membagi rugas dan mernberikan petunjuk
pelaksanaan kerja kepada bawahan;

j. merneriksa, mernaraf danj atau menandatangani naskah dinas
kegiatan bidang perijinan konstruksi dan perhubungan;

.k. menyelenggarakan usulan dan telaahan staf rerkait urusan
kegiatan hidang perijinan koustrnksi dan perhubungan;

1. mclaksanakan kebijakan di bidang perijlnan konstruksi dan
perhubungan;

rn,mengkaji dan rnenganalisa usulan dan tclaahan star terkait
pelayanan bidang perijinan konsrruksi dan perhubungan;

n. menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalarn rangka pelayanan
bidang perijinan konstruksi dan perhubungan;

o. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan
pclayanan bidang perijinan konstruksi dan perhubungan;

p. menyelenggarakan kegiatan _pelayanan bidang perijlnan
koustruksi dan perhubungan:

q. menyusun kebijakan pelayanan bidang perijinan konstruksi
dan perhubungan;

r. melaksanakan pelayanan bidang perijinan konsrruksi dan
perhubungan;

s. mengawasijmcnltoring dan mengevaluasi kcgiatan pada bidang
perijinan korrstruksi dan perhubungan;

t. melakukan .koordlnasl dan kerjasarna dengan lemba~a/instansi
lain di bidang pcrijinan konstruksi dan perhubungan:
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h. rnenyelenggarakan .... ~ ~

(lJ Sub Qidang Pernbangunan, Reklame dan Lingkungan mempunyai
rugas pokok mclaksanakan sebagian rugas dan Iungsi Bidang
Pclayanan Perijinan Pembangunan dan Lingkungan, meliputi
koordinasi dan mencliti kclcngkapan dokumen perijinan
pernbangunan, reklame dan lingkungan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sub Bidang Pernbangunan, Reklame dan Lingkungan
mernpunyal fungsi:

a. perurnusan kebijakan dan pcdoman teknis pelaksanaan urusan
pelayanan perijinan pernbangunan, reklame dan lingkungan;

b. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pernerintahan daerah
di bidang pelayanan perijlnan pernbangurian, reklarne dan
llngkungan;

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendolian tugas di bidang
pelayanan perijinan pembangunaa, rcklarne dan Iingkungan;

d. pclaksanaan monitoring evaluasi dan pclaporan pelaksanaan
tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kcrjasama dengan
lembaga/instansi lain di bidang pclayanan perijinan
pernbangunan, 'reklame dan lingkungan.dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan Iungsinya.

(3)Bcrdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), uraian rugas Kepala Sub Bidang
Pembangunan, Reklarne dan Lingkungan adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pcmbangunan,
reklarne dan lingkungan berdasarkan tugas, permasalahan dan
rcgulasi sebagai bahan peuyusunan rencana strategis serta
rencana kerja dan anggaran Badan;

b. rnenyelenggarakan program dan kegiatan sub bidang
pernbangunan, reklame dan Jingkungan;

c. menyelenggarakan pcngumpulan data, iniormasi,
perrnasalahan, peraruran perundang-undangan dan
kebijaksanaan teknis yang berkaitan dcngan pelayanan
perijinan pembangunan, reklame dan lingkungan;

d. menyusun konsep kebijakan, pedornan dan petunjuk teknis
rnengenai peJayanan perizinan di sub bidang pernbangunan,
reklarne dan lingkungan;

e. mengelola penyelcnggaraan administrasi peleyanan di bidang
pernbangunan, reklarne dan lingkungan;

f. menyelenggarakan adrninistrasi pelaya.nan pcrizirran di sub
bidang pembangunan, reklarne dan llngkungan;

g. merncriksa administratif dan teknis pcrsyaratan perizinan di
sub bidang pembangunan, rcklame dan lingkungan;
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u. mengawasi dan melaksanakan pelayanan di bidang perijinan
konstruksi dan perhubungan sesuai dcngan kctcntuan
peraturan. perundang-undangan yang berlaku;

v. menyusun sasaran kcrja, mcngukur capaian kerja dan
menerapkan penilaian prestasi kerja bawahan.dnn

w. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kcpala sub Bidang
Perijinan Konstruksl dan Pcrhubungan pada Badan Penanaman
Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu.
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c. pengawasan ..tl, >e.

(t) Bidang Perigawaaan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok
melaksanakan scbagian tugas dan rungsi Badan dalam
pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta pengaduan
perijinan alas penanarnan modal dan perijinan di wilayah KOla
Palembang.

(2)Untuk rnelaksanakan rugas pokok sebagaimana dlmaksud pada
ayai (I), Bidang Pengawasan dan Pengcndalian rnerrrpunyai fungsi:

a. perumusan kcbijakan dan pedornan teknis pelaksanaan urusan
pengawasan dan pcngendalian;

b. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pernerintahan daerah
eli bidang pcngawasan dan pcngcnda.lian;

Pasal87

Paragraf6
Bidang Pengawasan dan Pcngendalian

h. menyelenggarakan upaya pernecahan masalah yang berkaitan
dengan polayanan perijinan;

i. menyelenggarakan kebijakan, bimbingan dan pcmbinaan serta
petunjuk teknis yang berkaitan dcngan peJayanan perijinan;

j. membina, membagi tugas dan memberikan petunjuk
pelaksanaan kerja kepada bawahan;

k. memeriksa, rnernaraf dan/aiau menandatangani naskah dinas
kegiaran bidang perijinan pembangunan, reklarne dan
lingkungan;

I. mcnyclenggarakan usulan dan tclaahan star terkait urusan
kegiatan bidang perijinan pembangunan, reklamc dan
lingkungan;

m.melaksanakan kebijakan bidang perijinan pembangunan,
reklarne dan linglrungan;

n. mengkaji dan menganalisa usulan dan teleahan star rerkair
pelayanan bidang perijinan pernbangunan, reklame dan
Iingkungan;

o. menyiapkan bahan yang diburuhkan dalam rangka pelayanan
bidang perijinan pembangunan, reklarne dan lingkungan;

p, menyiapkan pcdornan dan pctunjuk teknis pclaksanaan
pelayanan bidang pcrljinan pernbangunan, reklame dan
lingkungan;

q, menyelenggarakan kegiatan pelayanan bidang pembangunan,
rekJame dan Iingkungan:

r. menyu sun kcbijakan pelayanan bidang pembangunan, reklame
dan lingkungan;

s, melaksanakan pelayanan bidang perijinan pembangunan,
reklame dan lingkungan;

r. mengawasljmonitoring dan mengevaluasi kegiaran pada bidang
pcmbangunan, reklamc dan lingkungan;

u. melalrukan koordinasi dan kerjasarna dengan lembaga/instansi
lain eli bidang perijinan pernbangunan,rcklamedan lingkungan;

v, mcngawasi dan melaksanakan pelayanan di bidang pcrijinan
pembangunan, rcklarne dan lingkungan sesuai dengan
kerenruan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

w. menyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
mcnetapkan penilaian prcstasi kcrja bawahan;dan

x. mcnyusun laporan petaksanaan tugas Kopala Sub Bidang
Pernbangunan, Reklamc dan Lingkungan pads Badan
Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu saru Pintu.
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PasaI88 ....
I).(;~

c. iJt:n~awasan, pembinaan dan pengendalian rugas di bidang
pengawasan dan pengendalian;

d. pclaksanaan monitoring evaluasi dan pclaporan pelaksanaan
rugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kcrjasarna dengan lernbagar instansi
lain di bidang pcngawasan dan pengendalinn.dan

f. pclaksanaan tugas lain yang diberikan olch Atasan sesuai
dengan tugas dan Iungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan Iungsl scbagairnana dimaksud pads
ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pengawasan dan
Pengcndalian adalab sebagai berikut:

a. mcnyusun rencana kerja, program dan kegiatan pengawasan
dan pengendalian;

b. rnenyelcnggarakan program dan kcglatan pcngawasan dan
pcngcndalian::

c. menyusun kOllSI?(J kebijakan, pedoman dan perunjuk teknis
mengenai pengawasan dan pcngendalian:

d. mcnyelenggarakan administrasi pelayanan pengawasan dan
pengendalian;

c. mcmeriksa administratif dan teknis persyaretan pelayanan
pengawasan dan pengendalian;

f. menerbitkan dan rnendistribusi surat pcrizinan di bidang
pengawasan dan pengcndallan;

g. rnernbina, rnernbagi tugas dan mcmbcrikan petunjuk
pelaksanaan kerja kcpada bawaban;

h. mcmeriksa, memaraf dan/atau mcnandatangani naskah dinas
kegiatanbidangpengawasandanpcngcndalian:

i. menyelenggarakan usulan dan telaahan Star terkait urusan
kcgiaian bidang pengawasan dan pengendalian;

j. melaksanakan kebijakan bidangpengawasan dan pengendalian;
k. mengkaji dan menganatisa usulan dan telaahan star terkait

pelayanarr pengawasan dan pengendalian;
.1. menyiapkan bahan yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan

bidang pengawasan dan pcngendalian:
m. menyiapkan pedornan dan perunjuk teknis pelaksanaan bidang

pelayanan pengawasan dan pengendalian;
n. menyelenggarakan kcgiaian bidang pelayanan pengawasan dan

pcngcndalian;
o. menyusun kebijakan bidang pelayanan pengawasan del'

pengendalian;
p. melaksanakan bidang pelayanan pengawasan dan

pengcndalian:
q. rnengawasi/rnonitcrlng dan rnengevaluasi kegiaran pada bidang

pelayanan pengawasan dan pengcndalian;
r. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembagajinstansi

lain di bidang pelayanan pengawasan dan pengendalian;
s, mengawasi dan inelaksanakan pelayanan dl bidang pelayanan

pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kerentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

L. rnenyusun sasaran kcrja, rnengukur capaian kerja dan
menerapkan penilaian prestasi kerja bawahanjdan

u. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Bidang
Pengawasan dan Pcngcndalian pada Badan Penanaman Modal
dan Pelayanan Tcrpadu Saw Pintu.
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o, rnenyetcnggarakan.... .o
'I}.' ~

(1) Sub Bidang Data, Infonnasi dan Pelayanan Pengaduan
mernpunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan Iungsi
pengclolaan data, dokumentasi dan sistem inforrnasi perijinan,
serta pelayanan pcngaduan perijinan.

(2) Unruk melaksanakan rugas pokok sebagaimana dirnaksud pada
ayai (1), Sub Bidang Data, Informasi dan Pelayanan Pengaduan
rnernpunyal Iungsi:

a. perumusan kcbijakan dan pedoman teknis pelaksanaan urusan
data, informasi dan pelayanan pengaduan:

b. pcnyelenggaraan dan pelaksanaan urusan perneriruahan daerah
di bidang data, informasi dan pelayanan pengaduan;

c. pengawasan, pernbinaan clan pengendalian tugas di bidang data,
inforrnasi dan pelayanan pengaduan;

d. pelakeanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan
lcmbagaj instansi lain di bidang data, infonnasi dan pelayanan
pcngaduan.dan

r. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan rugas dan Iungsinya.

(3)Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), uralan tugas Kepala Sub Bidang Datil,
lnformasi dan Pelayanan Pengaduan adalah sebagai berikut:

B. rnenyusun rencana kerja, program dan kegiatan pengelolaan
data, dokumentasi dan sistem infortnasi perijinan, scrta
pelayanan pengaduan perijinan;

b. menyclcnggarakan program dan kegiatan pengelolaan data,
dokumerrtasi dan sistcm informasi perijinan, serta pelayanan
pcngaduan perijinan;

c. rnenyclenggarakan pengumpulan data, Inforrnasi, peraturan
perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan
dengan data, dokumentasi. sistern informasi perijinan dan
pcngaduan;

d. merencanakan prosedur, rnekanisme, persyararan sebagai
dasar pelaksanaan unruk mcningkatkan pelayanan perijinan;

e. melakukan pelayanan pengaduan perijinan dan advokasi:
I. menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

evaluasi, pelaporan kegiatan dan anggaran bidang data,
informasi, dokurnentasi dan regulasi;

g, menyelcnggarakao pcngelolaan data;
h. menyelenggarakan koordinasi pengembangan slstcm informasi

dan rnanajernen perijinan;
i. mcnyclcnggarakan pernbangunan dan pengembangan sistern

informasi manajemen perijinan:
j. membina, membagi tugas dan memberikan petunjuk

pelaksanaan kerja kepada bawahan;
k. mernerlksa, .memaraf danj atau rnenandatangani naskah dinas

kegiatan bidang data, infonnasi dan pelayanan pengaduan;
I. menyelenggarakan usulan dan telaahan star terkait urusan

kegiatan bidang data, informasi dan pelayanan pengaduan;
m.mengkaji dan rnenganalisa usulan dan telaahan star terkait

pelayanan data, informasi dan pelayanan pcngaduan,
n. rnenyiapkan pedoman dan petunjuk ieknis pelaksanaan bidang

pelayanan data, informasi dan pclayanan pcngaduan:

Pasal88
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j. mengawasi ....
1lJ.,' ~

(3)Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayar (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengawas
dan Pengendalian adalab sebagaibcrikut:

B. meuyusun rencana kerja, program dan kegiatan pengawasan,
pembinaan dan pengcndalian;

b. rnelaksanakan perencanaan, pengumpulan data dan
penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
mengenai fasilitasi , pengawasan dan pengcndalian perijinan
dan -penanaman modal;

c. melakukan pemantauan, bimbingan dan pengawasan
pelaksanaan pelayanan perijinan dan penanaman model
berkoordinast dengan pernerintah dan instanei penanaman
modal provinsi dan/atau pernerintah pusar;

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan klnerja kegiatan
sub bidang pengawasan dan pengendalian;

e. menyusun laporan kcgiatan penanaman modal (LKPM)di KOla
Palembang secara bcrkala;

f. mcmbuat berita acara peninjauan lapangan perijlnan dan
pcnanaman modal;

g. melaksanakan pcnanganan pengaduan perijinan dan upaya
pernecahanmasalah perijinan;

h. melaksanakan penerbiian berupa pernanggilan, teguran,
pemberhcntian dan penycgelan;

i. rnelakukan sO>lialisasi terko.it pclaporan don perurasalahan
bidang penanaman modal;

(1)Sub Bidang Pengawas dan Pengendalian mcrnpunyai rugae pokok
mclaksanakan sebagian tugas dan Jungsi pengawasan,
pcngendalian, pemecahan masalah dan pembinaan alas
pelaksanaan penanaman modal dan perijinan eli wilayah Kola
Palembang.

(2)Unruk melaksanakan rugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayar (I), Sub Bidang Pengawas dan Pengendalian mernpunyai
fungsi:

B. pcrumusan kebijakan dan pedoruan teknis pelaksanaan urusan
pengawas dau pengendalian;

b. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerinrahan daerah
di bidang pengawas dan pengendalian:

c. pengawasan, pembinaan dan pengcndalian rugas di bidang
pengawas dan pengendalian;

d. pclaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
iugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga/Instansi
lain d1bidang pengawas dan pengcndalianjdan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oJeh Aiasan sesual
dengan rugas dan fungsinya,
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o. menyelcnggarakan kegiatan bidang data, inforrnasi dan
pelayanan pengaduan;

p. rnengawasi/ monitoring dan mengevaluasi kegiatan pada bidang
data, informasi dan pelayanan pengaduan;

q. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lcmbagaj instansi
lain di bidang data, informasi dan pclayanan pengaduan:

T. rnenyusun sasaran kerja, rnengukur capaian kerja dan
menetapkan penilaian prcstasi kerja bawahan;dan

$. mcnyusun lapnran pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang Data,
lnformasi dan Peiayanan Pengaduan pada Badan Penanaman
Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pinru.
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c. membina ....
Vi ~

Bagian Kesebelas
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 184A

(1) Kepala Badan rnempunyai rugas pokok menyusun dan
melaksanakan kebijakan urusan pemerinrahan dacrah bidaug
pengelolaan kcuangan daerah meliputi bidang anggaran, bidang
perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang
inventarisasi dan penilaian aset dan bidang pengamanan dan
pcmanfaatan aset,

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Kepala Badan mempunyai Iungsi:

a. perurnusan kebijakan dan pedoman teknis di bidang
pengclolaan keuangan dan asct daerah;

b. penyclcnggaraan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi
penganggaran, perocndahara an, akuritansi dan pelaporan,
inventarisasi dan penilaian aset, pengaman dan pemeliharaan
aset: .

c, pengawasan. pernbinaan dan pengendaiian tugas pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

d. pelaksunaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas:

e. pelaksanaan koordlnasi dan kerjasama dengan
lembagaj instansi lain di bidang pengclolaan keuangan dan asei
dacrah;dan

f. pelaksanaan rugas lain yeng dibcrikan oleh Pimpinau/ Atasan
sesuai dengan tugas dan Iungsinya,

(3) Bordasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dirnaksud pada
cyat (1) dan ayar (2), uraian tugas Kepala Badan adalah sebagai
berikut:

a. rncrurnuskan program kerja Badan Peogelolaan Keuangan dan
Aset Daerah yang meliputi sckreiariar, bidang anggaran, bidang
perbendaharaan, bidang akumansi don pelaporan, bidang
invcmarisasi dan penilaian aset dan bidang pengaman dan
pemeliharaan aset:

b. mengkoordinasikan dari mengendatikan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan aset daerah;

2. Ketenruan Pasal 184A sampai dengan Pasal 1840 Peraturan
Walikota Nomor 47 Tahun 2012 di tambahkan 6 [enarn] Pasal baru
yairu Pasal 184P sampai dengan Pasal 184U sehingga berbunyi
sebagai berikut:

j. rnengawasiymonitortng dan mengevaluasi kegiatan pada Bidang
pengawasan, pcmbinaan dan pengendalian;

k. mclakukan koordinasi dan kerjasarna dengan lernbaga/Instansi
lain di bidang pengawasan, pernbinaan dan pengendalian;

1. menyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
menctapkan penilaian prestasi kmja bawahan.dan

m. mcnyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang
Pengawas dan Pengendalian pada Badan Penanarnan Modal dan
Pelayanan Terpadu San.l Pintu.
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e. mcngkoordinir.,.. oo
'IJ7,rs:"

a. merencanakan program kerja sekretariat Badan;
b. mcrnbina, membagi tugas dan memberikan pctunjuk dan

arahan kepada bawahan;
c. merncriksa, mernaraf don menandatangani naskah dinas scsuai

dengan kewenangannya;
d. rnelaksanakan kegiatan teknis adminisrrasi umurn, rumah

tangga, kepegawaian, penataan arsip dan aset badan, serta
kcuangan;

(3) Berdasarkan tugas pokok dan Iungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dan ayat (2), uraian rugas Sckretaris adalah sebagai
berikut:

(1) Sekretariar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas
dan kegiaian kesekretariatan yang meliputi tala usaha dan
kepegawalan, adrninistrasi umurn, aset, kcuangan serta
penyusunan program.

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekreraris mcmpunyai fungsi:

a. pcrurnusan kebijakandan pedornan teknis pelaksanaan urusan
Sekretariat;

b. penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pernerintahan dacrah
di bidang kcsekrerariatan:

c. pengawasan, pernbiuaan dan pengendallan tugas eli bidang
kesekretariatan;

d. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
rugas;

e. pelaksanaan koordinasi dan kcrjasama dengan
lembagaj instansl lain di bidang kesckrerariatan.dan

f. pelaksariaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan scsuai
dengan tugas dan fungsinya

Pasal1848

Paragraf2
Sekretariar

c. mernbina, mernbagi tugas dan mernberikan pcrunjuk kepada
sub bidang-sub bidang yang dibawahinyasesuai dengan tugas
pokok dan fungsi;

d. merneriksa, memaraf dan menandaiangani naskah dinas scsuai
dengan kcwcnangannya;

e. menyelenggarakan dan rnelaksanakan fungsi Bendahara Urnum
Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan dan Aser Daerah
kecuali melaksanakan pernungutan pajak daerah:

f. rnenyelenggarakan dan melaksanakan fungsi pernbantu
pengelola barang dan pengguna barang daerah;

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asct Daerah;

h. melakukan koerdinasl dengan unit kerja terkait unruk
kelancaran pelaksanaan rugas:

i. rnenyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan di bidang
Pcngelolaan Keuangan dan Asei Daerah:

j. menyusun sasaran ker]a, rncngukur capaian kerja dan
rnenetapkan penilaian prestasi kerja bawahan.dan

k. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kcpala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asct Daerah,
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g. menyelenggarakan.i.c ~
'V>

(3) Berdasarkan tugas pokok dan Iungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2). uraian luges Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

3. merencanakan kcgiatan pada sub bagian rata usaha dan
kcpegawaian membagi rugas kepada bawahan sesuai uraian
tugas dan tanggungjawabnya;

b. mernbina, membagi tugas dan rnemberlkan perunjuk dan
arahan kepada bawahan;

c. mengcndalikan, pengumpulan dan pengolahan data
sehubungan dengan administrasi sural menyurat, tara usaba
kearsipan dan kepegawaian;

d. menyusun formasi pcrkembangan pelaksanaan kcgiaian pada
sub bagian tata usahn don kepegawaian;

c. mengevaluasi hasil pclaksanaan tugas bawahan;
f. mclakukan koordinasi dcngan unit keria terkair unruk

kclancaran pelaksanaan tugas;

(1) Sub Bagian Tara Usaha dan Kepegawaian mempuoyai tugas
pokok rnelaksanakan scbagian tugas dan kegiatan adrninistrasi
surat menyurat, kearaipan dan kepustakaan, keprctokolan,
hubungan masyarakat, urusan perlengkapan dan rurnah tangga,
kegiatan administrasi kepcgawaian, menyusun rencana
kebutuhan dan pengembangan pegawai.

(2) Untuk melaksanakan tugas -scbagaimana dirnaksud pada
ayar (I), Sub Bagian Tala Usaha dan Kepegawaian rnempunyai
Iungsi.

a. penyusunan rencana, program dan kegiatan tata usaha dan
kcsckretariatan;

b. pelaksanaan program kerja dan kegiaran serta pelayanan
administrasi kesekrctariatan meliputi tata usaha don
kcpcgawaian, adrninistras! umurn, perlengkapan, kcuangan
serta penyusunan program;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian rugas tata usaha
dan kesekretariatan;

U. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pclaporan tata usaha
dan kesekrerariatan:

e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dcngan
lernbaga/Instansl lain di bidang rata usaha dan
kesekretariatanjdan

f. pclaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Atasan scsuai
dcngan tugas dan fungsinya,

Pasal184C

e. mengkoordinir penyueunan program kerja dan kebutuhan
perlengkapan dan peralatan untuk masing-rnasing bidang;

f. mcngkoordinir penyusunan RKA /DPA/DPPA serta anggaran
Sadan;

g. mengevaluaei pelaksanaan tugas pada Sekrctarlat Badan:
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja tcrkait uruuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
i. rnenyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan

kcsekretariatan;
j. menyusun sasaran kerja, meugukur capaian kerja dan

menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan.dan
k. menyusun laporan pelaksanaan rugas Sckretaris Badan,
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(2) Untuk .... ,[')
v,' ~

(1)Sub Bagian Program dan Keuangan, mcmpunyai iugas pokok
rnelaksanakan scbagian tugas dan kegiatan administrasi sub
bagian program dan kcuangan.

Pasal184E

(1)Sub Bagian Umum dan Perlengkapan mempunyai rugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan adrninistrasi umum
dan perlcngkapan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairuana dimaksud pada
ayat (I.), Sub Bagian umum dan Perlengkapan mempunyai iungsi:

D. penyusunan. rcncana program dan petunjuk teknis sub bagian
umum dan perlengkapan;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis sub bagian UlUUOl
dan perlengkapan;

c. pcngelolaan dan pengendalian urusan umum dan perlengkapan.
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rugas;
e. pelaksanaari kornuniknai, koordinasi dan kcrjasarna dengan
lembaga/Instansi lain di bidang umum dan perlengkapanjdan

r. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dcngan tugas dan fungsinya.

(3) Bcrdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dan ayat (2). uraian tugas Kepala Sub Bag Um1.Undan
Perlengkapan sebagai bcrikut:

a. merencanakan kegiatan pada suo bagian umum dan
perlcngkapan;

b. membina, membagi tugas dan memberikan perunjuk dan
araban kepada bawahan:

e. rnengendalikan pengumpulan dan pengolahan data
sehubungan dcngan adminisrrasi umum yang meliputi
kerumabtanggaan, perlengkapan dan aset:

d. menyiapkan rencana kebutuhan barang dan pcrlengkapan:
e. menyusun Iormasi perkembangan pelaksanaan kegiaian pada

sub bagian umurn dan pcrlengkapan:
f. melakukan koordinasi dcngan unit kerja terkair uotuk

kelancaran pelaksanaan tugas:
g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan bagian

umum dan perlengkapan;
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan bagian

urnurn dan perlengkapan;
i. mengevaluasi hasll pelaksanaan rugas bawahan;
j. mclaporkan hasil kegiatan secara berkala.dan
k. melaporkan dan rnempcrtanggungjawabkan kegiatan bagian

umurn dan perlengkapan.

Pasa! 184D

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan tara usaha
dan kepegawaian;

h. mclaporkan dan mernpertanggungjawabkan kegiatan bagian
tara usaha dan kcpcgawaian.dan

i. melaporkan dan mernpcrtanggungjawabkan kegiatan bagian
rata usaha dan kepegawaian.
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(3) Berdasarkan.t£j >£,

(1)Bidang Anggaran, mcmpunyai iugas pokok melaksanakan
sebaglan tugas Badan di bidang anggaran.

(2) Unluk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayal (1), Bidang Anggaran mempunyai Iungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis kegiaran di
bidang anggaran;

b. pclaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang anggaran;
c. pengawasan, pembinaan dan perrgendalian di bidang anggaran;
d. penelaanan rumusan kebijakan eli bidang anggaran;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas:
f. pelaksanaan kornunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan

lembaga/Instansi lain di bidang anggaran;dan
g. pelaksanaan rugas lain yang diberlkan oleh Atasan sesuai

dengan tugas dan ruogsinya.

Paragraf S
Sideng Anggaran

Pasal 184F

(2) Uruuk melaksanakan tugas .sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), Sub Bagian Program dan Keuangan rnempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknls dl bidang
Program dan Keuangan;

b. pelaksanaan program dan perunjuk teknis di bidang Program
dan Keuangan;

c.pengawasan, pernbinaan dan pengendalian di bidang Program
dan Keuangan:

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan pelaksanaan
tugas;

e. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dcngan
lernbagaj instansi lain eli bidang Program dan Keuangan;dan

r. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dcngan tugas dan Iungsinya.

(3)Berdasarkan rugas pokok dan Iungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (J) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bagian Program dan
Keuangan adalah sebagai berikut:

a. mcrcncanakan kegiatan pada sub bagian progr-am dan
keuangan:

b. membina, membagi tugas dan memberikan petunjuk dan
arahan kepada bawahan;

c. mengendalikan/.meL1gkoordinasikan pengurupulau bahan
sehubungan dengan penyusunan program kerja, scrta
menyiapkarr RKA/DPA/DPPA dan anggaran kas Badan,

d. rnelaksanakan mcngelola administrasi penatausahaan
keuangan Badan;

e. mcnyiapkan laporan keuangan badan;
r. rnenyusun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada

sub bagian program dan keuangan;
g. rnengevaluasi hasil pelaksanaan rugas bawahan.
h. rnelakukan koordlnasi dengan unit kerja terkair umuk

kclancaran pelaksanaan rugas;
i. mcnyclcnggarakan monitoring dan evaluasi kegiaran program

dan keuanganjdan
j. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan kegiatan bagian

program dan .keuangan.
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d. menyiapkan ....

(I) Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok
bidang anggaran lingkup penyusunan anggaran.

(2) Untuk melaksanakan rugae sebagairnana dimaksud pada
ayat (.1). Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis eli bidang
penyusunan anggaran;

b. pelaksanaan program dan perunjuk ieknis di bidang
penyusunan anggaran:

c. pembinaan, 'pengelolaan dan pengendalian di bidang
penyusunan anggaran:

d. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

e. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan
lernbaga/Insransi lain dalam penyusunan anggaran;dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungs! sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dan ayat (2), uraian tugas KepalaSub Oidang Penyusunan
Anggaran adalah sebagai berikut:

·a. mcrcncanakan kegiatan pada sub bidang penyusunan
anggaran;

b. rnembina, mernbagi rugas dan mcmberikan perunjuk dan
arahan kepada bawahan:

c. mengendaJikan, mengumpulkan bahan schubungan dengan
pcnyusunan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah dan
P"fubahan APBD;

Pasa1184(3

bidang anggaran yang meliputi
dan admlnistrasi pclaksanaan

a. mcrcncanakan program dan kegiatan di bidang anggaran;
b. rnembina, rnembagi tugas .dan mernberikan petunjuk dan

araban kepada ·bawahan;
c. mernaraf dart menandatangani naskah dinas sesuai dengan

kewenangannya;
d. melaksanakan kegiatan

pcnyusunan anggaran
anggaran;

e. memerlksa bah an mcrurnus kebijakan dan memberikan
bimbingan teknis di bidang penyusunan anggaran dan
admirristrasi pelaksanaan anggaran:

f. Mengeudalikan, rnengumpulkan dan mengolah data serta
rnelakukan koordinasi sehubungan dengan pelaksanaan
kegiatan penyusunan anggaran, administrasi dan pengendalian
pelaksanaan, anggaran;

g. menyiapkan dokumen anggaran;
h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kclancaran pelaksanaan tugas;
i, menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan program

dan keuangan.dan
j. mclaporkan dan mernpertanggungjawabkan kegiatan bagian

Anggaran.

(3) Berdasarkan rugas pokok dan Iungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayar (2). uraian uigas Kepala Bidang Anggaran adaJah
sebagai berikut:
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j. mcnyclcnggarakan ... ,-:0
IIJ.;~

(3) Berdasarkan tugas pokok dan {\lngsi scbagaimanadirnaksud pada
ayai (1) dan ayal (2), uraian tugns Kepala Sub Bidang Administrasi
Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan pada sub bidang admlnistrasi
pelaksanaan anggaran:

b. mernbina, membagi tugas dan mcrnbcrikan pctunjuk dan
araban kepada bawahan;

c. rnengurnpulkan bahan guna menyiapkan rancangan Surat
Penyediaan Dana. (SPD);

d. menyiapkan bahan perurnusan dan menyusun pedoman
pelaksanaan AI'8D;

c. mcnyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis terkait
dengan pclaksanaan APBD;

r. mengelola/peuarausahaan tcrhadap pelaksanaan anggaran
investasi daerah:

g. melakukan asistenei dan koordinasi penyiapan dokurnon yang
terkait dengan pelaksanaan anggaran;

h. men)"LISUI1formasi perkernbangan pelaksanaan kegiatan pada
sub bidong admlnlatrasl pelaksanaan anggaran;

I. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkai; unruk
kclanearan pclaksanaan' tugas:

kerjasarna
Administrasi

koordinasl dan
lain dibidang

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
adminietrast pelaksanaan anggaran;

b. pelaksanaan program clan petunjuk teknis di bidang
adrninistrasi pelaksanaannnggaran:

c. pengawasan dan pengendalian di bidang adminietrasi
pelaksanaan anggaran:

d. pelaksanaan monitorlng, evaluasl dan pelaporan pelaksanaan
rugas;

e. pelaksanaan komunikasj,
dcngan lernbaga/Inetansi
Pelaksanaan Anggaran.dan

r. pelaksanaan tugas lain yang dibcrikan oleh atasan sesuai
dcngan tugas dan Iungsinya.

(1) Sub Bidang Adminlatrasi Pelaksanaan Anggaran rnempunyai
tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dan kcgiatan
administrasi pclaksanaan anggaran.

(2) Untuk mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayai (1), Sub Bidang Adrninlstrasl Pclaksanaan Anggaran
mcmpunyai lungsi:

Pasal 184H

d. rncnyiapkan bah an perumusan kebijakan dan birnbingan leknis
dalarn rangka penyusunan APBD;

e. melaksanakan asistonsi dan koordinasi dalarn proses
penyueunan anggaran SKPD;

f. menyusun Iormasi perkernbangan pclakeanaan kcgiatan pada
sub bidang penyusunon anggaranj

g. mclakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pclaksanaan tugas:

h. menyelenggarakan monitoring clan evaluasl kegiatan
penyusunan anggaranjdan

l. mclaporkan dan rnempertanggungjawabkan kegiatan bagian
penyusunan anggaran,
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Pasal 184J ....

(1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan
sebagian rugas dan kegiatan adrninistrasi perbeudaharaan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada
ayar (1), Bidang Perbendaharaanmernpunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis
Perbendaharaan;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis perbendahnraan;
c. perigawasnn, pembinaan dan pengendalian admlnistrasi

perbendaharaan;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

rugas:
e. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan

lernbaga/Instansi lain di bidang Perbendaharaan:
r. pelaksanaan tugas lain yang diberlkan oleh Atasan sesuai

dengan rugas dan fungsinya.

(3)Berdasarkan iugas pokok dan fungsl sebagaimana dimaksud pada
ayat [I] dan ayai (2). urnian rugas Kcpala Bidang Perbendaharaan
adalah sebagai berikut:

a. menyusun, merencanakan program dan kegiatan di bidang
perbendaharaan;

Q. membina, mernbagi rugas dan mcmberikan perunjuk dan
arahan kepada bawahan;

c. memaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan
kewenangan nya;

d. rnenyiapkan dan mcnerbitkan SP2D serta mcnyusun laporan
realisasi SP2D;

e. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan adrninistrasi terkait
belanja gaji PNS;

f. melakukan verifikasi dan pengujian terhadap pengajuan
perrnintaan pencairan dana;

g. melakukan koordinasi dan pemantauan scbubungan dengan
pengelolaan rekening milik Pcmeriruah;

h. mengumpulkan dan mengolah data serta melakukan koordinasi
sehubungan dcngan pelaksanaan kegiatan vcrlfikasi, belanja
gaji dan pengelolaan kas:

i. memonitoring dan mengevaluasi pelaksaoaan kegiaian pada
bidang perbendaharaan;

j. melakukan koordinasi dengan unit kcrja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

k. rnenyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
perbendaharaan.dan

I. rnelaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan
bagian perbendaharaan,

Pasal 1841

Paragraf 4
Bidang Perbendaharaan

j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan program
dan keuangan.dan

k. melaporkan dan mernpcrtanggungjawabkan kegiatan bagian
administrasi pelaksanaan anggaran.
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Pasal 1841<....
'\Jjre,

(1)Sub Bidang Verifikasi Belanja rncmpunyal tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan administrasi lingkup
verifikasi belanja.

(2) Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dirnaksud pada
ayat (I), Sui) Bidang Verifikasi Belanja mempunyai Iungsi:

a. pcnyusunan rencana program dan petunjuk teknis vcrifikasl
belanja:

b. pelaksanaan programdan petunjuk rcknis verifikasi belanja;
c. pengawasan, pcrnbinaan dan pengendaliau adrninistrasi

verifikasi belanja;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas:
e. pelskeanaan kornunikasi, koordinasl dan kerjasarna dengan

Iembagayinntansl lain di bidang verifikasi belanja;dan
f. pelakaanaan tugas lain yang diberlkan oleh Atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tuaas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2); uraian tugas Kepala Sub Bidang Verinkasi
Belanja adalah sebagaiberikut:

fl. mcnyusun, rnerencanakan rencana kerja, program dan
keglatan sub bidang verifikasi belanja:

b. rnembina, rnembagi rugas dan memberikan petunjuk dan
arahan kepadabawahan;

c. mcmaraf dan menandatangani naskah dinas scsuai dcngan
kewenangan nya;

d. rnenyiapkan dan menerbitkan SP2D serta rnenyusun laporun
reallsasi SP2D;

e. rnelaksanakan koordinasl dan pcugclolaaa administrasi terkait
belanja gaji PNS;

r. mclakukan vcrifikasi dan pengujian terhadap pengajuan
perrnintaan dana;

g. menyia.pkan buhon don rnelaksanakan bimbingan teknis rerkait
pclaksanaan kcgiatan pada sub bidang verifikasi belonja;

h. mengcndalikan pengumpulan clan pengolahan data terkuit
pelaksanaau kegiatan pada sub bidang verifikasi belanja;

i. rnelakukan asisterrsi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada
sub bidang veriftkasi belanja;

j. menyusun formasi perkernbangan pelaksanaan kegiatan pada
sub bidang verilikasi belanja;

k. menyusun sasaran kerja, mengukur capaian kerja dan
menetapkan penilaian prestasi kerja bawahan:

l. urengawaai/monitoring dan mcngevaluasi kegiaran pada Sub
Bagian vcrifikasi belanja:

m.rnelakukan koordinasi dengan unit kcrja tcrkah unruk
kelancaran pelaksanaan tugas;

n. menyelenggarakan menitoring dan evaluasi kegiatan vcrifikasi
belanja;

o. melaporkan dan mcmpertanggungjawabkenkegiatan bagian
verilikasi belanjajdan

p. menyusun laporan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian
Verifikasi Belanja,
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(2) Untuk ....
'1.)' JiB

(1) Bidang Akuntansi dan Pclaporan mcmpuuyal rugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan bidang akuntansi dan
pelaporan.

Pasal 18<1L-

Paragraf5
Bidang Akuntansi dan Pelaporan

(1) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah rncmpunyai rugas pokok
rnelaksanakan sebagian tugas dan kogiatan adrninistraai bidang
perbendaharaan Iingkup pcngclolaan kas daerah.

(2) Unruk melaksanakan tugas sebagairnanadlmaksud pada ayat
(1), Sub Bidang Pengelolaan Kas Dacrah rnempunyai Iungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk ieknls sub bidang
pengelolaan kas daerah;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis sub bidang
pengelolaan kas daarah;

c. pcngawasan, pernbinaan dan pengendalian admlnistrasi
pcngelolaan kas daerah;

d. pelaksanaan monitoring, evatuasi dan pclaporan pelaksanaan
tugaa;

e. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dcngan
Icmbaga/tnsianai lain eli bidang pengelolaan kas daerah.dan

f. pelaksanaan cugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan Iungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagairnana dlmaksud pada
ayai (1) dan ayai (21, uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengelolaan
Kas Daerah adalah sebago! berikut:

a. mCIWUStll1 rcncana kerja, program kegiatan sub bidang
pengelolaan kas daerah:

b. rnernbina, rnernbagi tugas dan mcmbcrikan peruniuk clan
arahan kepada bawahan:

c. memaraf don menandatangani naskah dinas sesual dcngan
kewenangannya;

d. menyiapkan SP2D serta rnernbuat laporan realisasi SP'2D;
c. mclakukan koordinasi dan peruantauan sehubungan dengan

pengelolaan rekening rnilik pernerincah:
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan birnbingan teknis terkait

pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pengelolaan kas dacrah;
g. rnengendalikan pengurnpulan dan pengolahan data terkait

pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pengelolaankas daerah;
h. rnelakukan aslsiensl terkait dengan pclaksanaan kegiatan

pada sub bidang pcngelolaan kas daerah;
i. menyusun forrnasi perkernbangan pelaksanaan kegiatan pada

sub bidang pengelolaan kas daerah;
j, mclakukan koordlnasi dcngan unit kcrja terkait untuk

kelancaran pelaksanaan tugas;
k. rnenyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan

pengelolaan kas daerah.dan
L mclaporkan dan mcmpcrtanggungjawabkan kcgiaran bagian

pengelolann kas daerah.
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Pasal 184M....

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) dan ayar (2), uraian tugas Kepala Bidang Akuruansi dan
Pelaporan adalah sebagai berikut:

?-. menyusun rcncana kerja, program kegiatan sub bidang
akuntansi dan pelaporan;

b. membina, membagi tugas dan memberikan petunjuk dan
arahan kepada bawahan:

c. rnernaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya;

d. mengendalikan pengurnpulan bahan, melakukan koordinasi
serta rekorrsiliasi guna penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah:

e. menyusun rumusan Iaporan. keuangan pcrnerintah;
f. menyiapkan bahan, mcrumuskan dan melaksanakan kebijakan

sistern akuntansi pemerintahan;
g. mclakukan bimbingan teknis dan asistensi terkait

pelaksanaan sistern akuntansi pernerintahan dan pelaporan
keuangan;

h. menyiapkan bahan guna rekonsiliasi clan pertanggungjawaban
pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimba.ngan
dan pendapatan lainnya yang sah;

i. meneliti, mengevaluasi dan mcngesabkan laporan
pertanggungjawaban pcndapatan SKPD sebagai bahan
rekornendasi pengajuan insentif pendapatan asli daerah;

j. merieliti, rncngcvaluasi dan melakukan konsolidasi laporan
perranggungiawaban belanja SKPD;

k. mengumpulkan dan mengolab data serta melakukan koordinasi
sehubungan dengan pelaksanaan kcgiatan akuntansi dan
pclaporan;

l, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang akuntansi dan
pelaporan;

m. menyusun Iormasi perkembangan pelaksanaan kegiaran pada
sub bidang akuntansi dan pelaporan;

11.mclakukan koordlnasi dengan unit kerja tcrkait uniuk
kelancaran pelaksanaan rugas;

o. mcnyelenggarakan monitoring dan evaluasl kegiatan akuntansi
dan pelaporan.dan

p. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan kegiatan sub
bagian akuruansi dan pelaporan,

(2)Unruk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (I). Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai Iungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk ieknis di bidang
akuntansi dan pelaporan;

b. pclaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang akuntansi
dan pclaporan;

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian adminisrrasi di
bidang akuntansi dan pelaporan;

d. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pclaporan peleksanaan
rugas,

e. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan
lembagaj instansi lain di bidang akuntansi dan pelaporan;dan

f. pelaksanaan rugas lain yang diberikan oleh Atasan scsuai
dcngan tugas dan Iungsinya.
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n. melakukan .... gt:,~.

a. menY\ISUJ1rencana kcrja, program kegiman sub bidang
akuntansi dan pertanggungjawaban pendapatan:

b. membina, mernbagi tugas don rnernberikan petunjuk dan
araban kepadabawahan;

c. rnernaraf dan menendatangani naskah dinas sesuai dcngan
kewenangannya;

d, mengendalikan pengumpulan bahan, mclakukan kocrdinusi
serta rekonsiliasi guna penyusunan Laporan Kcuangan
Pcmcrintah;

e. rnenyusun rumusan laporan keuangan pernerintah;
f. melakukan rekonsiliasi dan kensolidasi laporan realisaai

pendapaian guna bahan penyusunan laporan keuangan
pcmcrintah;

g. meneliri, rnengevatuasl dan -menyiapkan pcngcsahan laporan
pcrtanggungjawaban pendapatan SKPD;

h. rncnyiapkan bahan guna rckonsiliasi dan pcrtanggungjawaban
pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbaugan
dan pendapatan lainnya yang sah;

l. mcnyiapkan bahan, pelaksarraan blmbingan tcknis dan
pernbinaan terkaii pelaksanaan kegiatan pada sub bagian
akuntansi dan pcrtanggungjawaban pcndapatan:

j. mengendalikan pengumpulan dan pengolahan data terkait
pelaksanaan kegiatan pada sub bidang alcuntansl dan
pertanggungjawaban pcndaparan;

k. melakukan asistensi terkait dengan pelaksanaun kegiatan puda
sub bidang akuntansi dan pertanggungjawabanpcndapatan;

1. rnenyusun formasi perkembangan pclaksanaan kcgiatan pada
sub bidang akuritansi dan pertanggungjawaban pendapatan:

m. menyusun formasl pcrkcmbangan pelaksanaan kegiatan pada
sub bloang akuntansi dan pertanggunglawaban pcndapatan;

oleh Atasan sesuai

kerjasarna dengan
akuntansi dan

tugas:
e. peluksanaan komunlkasl, koordlnasl dan

lesabaga/Instansl lain di bidang
pertsnggungjawaban pendapatan.dan

r. pelaksanaan tugas lain yang dlbcrlkan
derigan tugas dan Iungsinya.

(3) Bcrdasarkan tugas pokek dan Iungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (t) dan ayat (2), uralan iugas: Kepala Sub Bidang Akuntansi
dan Pertanggungjawaban Pendaparan adalah sebagal berikut:

(I) Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pendapatan
mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dan keglatan
adrninistrasi bidang akuntansi dan pelaporan Iingkup akunransi
dan pcrtanggungjawaban pendapatan.

r2) Untuk melaksanakan- tugas sebagaimana dirnaksud pada
ayar (1). Sub Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban
Pendapatan rnempunyal Iungsi:

at pcnyusunan rencana program dun petunjuk teknis di bidang
akuntansi dan pertanggungjawaban pendapatan;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang akuntnnsi
dan pertanggungjawaban pendapaian:

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian adminiauasl eli
bidang akuntansi dan pertanggungjawaban pendaparan;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasl dan pctaporan pelaksanaan
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Pasal 184N

(1) Sub Bidang Akunransi Bclanja dan Aset mernpunyai tugas pokok
melaksanakan tugas dan kegiatan administrasi bidang akuntansi
dan pelaporan lingkup akuntansi beJanja dan aser.

(2) Untuk melaksanakan iugas sebagaimana dirnaksud pada
ayai (1). Sub Bidang Akuntansi Belanja .dan Aset rnernpunyai
fungsl;

a. penyusunan rencana program dan pctunjuk teknis di bidang
akunransi belanja dan aset;

b. pelaksanaan program dan petunjuk reknis di bidang akuntansi
beJanja dan aset;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian administrasi di
bidang akuntansi belonja dan aset:

d. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas:

e. pelaksanaan kcmunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan
lernbaga/Instansi lain c.libidang akuntansi beJanja dan aseudan

f. pclaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dcngan tugas dan fungsinya.

(3)Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagairnana dimaksud pada
ayat (I) dan ayai (2). uruion rugas Kepala Sub Bidang Akuntansi
Belanja dan Aset adalah sebagal berikut:

a. rnenyusun reucana kerja, program kegiatan sub bidang
akuntansibelanja dan aser;

b. membina, membagi tugas dan membcrikan perunjuk dan
arahan kepada bawahan:

c. mernaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan
kcwenangannya;

d. mengendalikan pcngurnpulan bahan, rnelakukan koordinasi
serta rekonsiliasi guna penyusunan Laporan Keuangan
Pcmerintah;

e. mcnyusun rurnusan laporan keuangan pernerinrah;
r. meneliti, mengevaluasi dan 'metakukan konsolidasi laporan

pcrtanggungjawaban belanja SKPD;
g. rnelakukan koerdinasi dan konsolidasi atas pengelolaan dan

penilaian aset daerah;
h. mcnyiapkan bahan penyusunan neraca sehubungan belanja

dan aset pada laporan keuangan pemeriutah:
i. mcnyiapkan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis dan

pembinaan terkait pclaksanaan kegiatan pads sub bagian
akuntansi belanja dan aset:

j. mcngcndalikan pengurnpulan dan pengolahan data terkalt
pelaksnnaan kegiatan pada sub bidang akuntansi belanja dan
aser;

k. melakukan asistensi terkait dengan pelaksanaan kegiatan
pada sub bidang akuntansi bclanja dan asei:

n. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kclancaran pelaksanaan tugas;

o. menycle.nggarakan monitoring dan evaluasl kcgiatan akuntansi
dan pertanggungjawaban pendapatan;dan

p. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan kcgiatan sub
bagian akunransi dan pcrtanggungjawaban pendapatan.
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m. rnenyelenggarakan ....
'V,. S£

(1) Sub Bidang Pelaporan mempunyai rugas pokok melaksanakan
rugas dan kegiatan adrniniatrasi bidang akuruansi dan pelaporan
llngkup pelaporan.

(2) Untuk rnelaksanakan iugas sebagairnana dirnaksud pada ayar It},
Sub Bidang Pelaporan mernpunyai Iungsi:

B. penyusunan rencana program dan perunjuk teknls eli bidang
pclaporan;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pelaporan:
c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian adminiatrasi eli

bidang pelaporan:
d. pelaksanaan mcrutorlng, cvaluasi dan pclaporan pclaksanaan

rugas;
c. pelaksanaan kornunikasi, koordinasi dan kerjasarna dengan

lernbaga/Insranei lain di bldang pelaporarudan
r. pelaksanaan rugas lain yang dlberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

(3)Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan aya; (2), uraian iugas Kepala Sub Bidang Pelaporan
adalah sebagai berikut:

n. rnenyusun rencana kerja, program kegiatan sub bidang
pclaporan;

b. membina, rnernbagl tugas dan memberikan pcrunjuk dan
araban kepada bawahan;

c. mernaraf dan rnenandatangani naskah dinas sesuai dengan
kewenangannya:

d. mengendalikan pengumpulan bahan, rnelakukan koordinasi
serta rekonsiliasi guna penyusunan Laporan Keuangan
Pcmcrintah;

e. mclaksanakan rckonsiLiasi dan konsolldasi laporan realisasi
keuangan SKPDdengan laporan keuangan SKPKD-;

f. mencliti clan mcngnimpun laporan rcalisasi kcuangan SKPD;
g. menyusun rumusan laporan keuangan pernerintah;
h. rnenyiapkan bahan, pelaksanaan bimbingan teknis dan

pernbinaan terkait pelaksanaan kcgiatan pada sub bidang
pelaporan;

L mcngcndalikan pcngurupulan dan pengolahan data terkait
pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pelaporan:

j. melakukan asistensi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada
sub bidan~pelaporan:

k. menyusun lorrnasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada
sub bidang pelaporan[

1. melakukan koordinasi dengan unit kerla terkait untuk
kelanc:aran pelaksanaan tugas:

Pasal 1840

I. rnenyusun Iormasi perkernbangan pelaksanaan kegiatan pada
sub bidang akuntansi belanja dan aset:

Ill. rnelakukan kcordinasl dengan unit kcrja terkalt unruk
kelancaran pelaksanaan rugas:

n. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan akunransi
belanja dan asetjdan

o. melaporkan dan rnernpertanggungjawabkan kegiatan sub
bagian akuntansi belanja dan aset.
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I. mcnyelcnggarakan.... to
~. ~

(1) Bidang Iuvcutarlsasl dan Pcnllaian Asct mempunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas badan di bidang invenrarisasi dan
penilaian aset.

(2) Untuk melaksanakan rugae scbagaimana climaksud pada
ayat (1), Bidang lnventarisasi dan Penilaian Ase; mernpunyai
fungsl:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis eli bidang
lnventarisasi dan penilaian aset;

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
invcntarisasi dan penilalan aset;

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian adrninistrasl di
bidang invenrarisasl dan penllaianaset;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

c. pclakeanaan komunikasi, koordlnasl dan kerjasama dcngan
lembaga/Instansi lain di bidang inventarisasi dan penilaia.n
aset.dan

r. pclaksanaan tugas lain yang dibcrikan olch Atasan sesual
dengan rugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok clan Iungsl sebagaimanadimakaud pada
ayai (ll dan ayat (2), uraian tugas Kepala Qidang Invenrarisasi dan
Pcnilaian Asct adalah scbagai bcrlkut:

a, rnenyusun rencana kerja, program kegiatan sub bidang
lnventarlsasl clan penilaian asec;

b. membina, membagi tugas dan memberikan petunjuk dan
arahan kepada bawahan;

c. mcrnaraf dan menandatangani naskah dinas sesuai dengan
kcwcnangannya;

d. rnengendallkan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi
serta rekonsiliasl guna pcnyusunan Laporan lnventarisasi dan
Penilaian Aset;

e. melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan reallsasi
inventarisasi dan pcnllaian asct SI(PO;

C, mengumpulkan bahan, melakukan koordinasi, rekonsiliasi dan
sinknonisasi data lnvenrarisasl dan pcnilaian aset guna
penyueunan Lsporan Keuangan dan Aset Pernerlntah;

g. menyusun rumusan laporan aset barang milik dacrah;
h. mcnyiapkan bahan, rnerumuskan dan melaksanakan kebijakan

sistern pencatatan dan penatausahaan barang milik dacrah;
i. rnelakukan bimbingan teknls dan asistensi terkait pelaksanaan

sistem peueatatan, penatausahaan dan .pelaporan:
j. menyuaun formasi perkembangan pelaksanaan kegiatan pada

bidang invcntarisaal dan penilaian aset;
k. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kelcncarnn pelakeonno.n rugus;

Bidang lnveruarlsasi dan Pcnllaian Asct

Paragraf e
Pasal 184P

mernpertanggungjawabkan keglatan sub

kegiatanevaluasimonitoring danm. menyelenggarakan
pclaporan.dan

n, melaporkan dan
bagian pelaporan.
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1. melakukan..... ~
'V,.

(2) Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pnda
ayat (I), Sub Bidang Penilaian dan Standarisasi Asci mernpunyai
fungsl:

3. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
penilaian dan standarisasi aset;

b. pclaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penilaian
dan standarisasi aset;

c. pengcwasan, pernbinaan dan pengendallan adrninistrasi di
bidang penilaian dan standarisasi a-set;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

c. pelaksanaan komuntkaei, koordinasi dan kerjasama dcngan
lernbagaj instansi lain di bidang penilaian dan standarisasi
aset.dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimanadimaksud
pada ayat (1) dan ayai (2), uraian tugas Kcpala Sub Bidang
Penilaian dan ~~andarisasi Aset adalah sebagai berikut:

a. mcnyusun rencana kerja, program kegiatan sub bidaug
penilaian dan standarisasi aset;

b. rnernbina, membagi tugas dan memberikan pctunjuk dan
arahan kepada bawahan;

c.memaraf dan menandatangani naskah dinas seSUID dengan
kewcnangannya;

d.mengendalikan pengurnpulan bahan, melakukan koordinasi
serta rekonsiliasi guna penyusunan Laporan penilaian ,dan
standarisasi aset;

e. rnelaksanakan rekonsiliasi dan: konsolidasi laporan realisasi
penilaian dan standarisasi aset SKPD;

f. mcnyusun kebijakan analisa kebutuhan aserjBarang Milik
Daerah;

g. rnelaksanakan analisa keburuhan dan verilikasi harga rcncana
kcbutuhan barang milik daerah Iingkup SKPD;

h. rnerencanakan, mengumpulkan, rnenaistematisasi,
menganallsls, daftar usulan prioritas kebutuhan;

i. melaksanakan Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka
penyusunan neraca daerah, pernanfaatan Barang Miiik Daerah
dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah:

j. menyusun standarisasi aset/BMD dan srandar saruan harga
barang;

k. rnengendalikan pengumpulan dan pengolahan data tcrkait
pelaksanaan kegiaian pada sub bidang Penilaian dan
eumonrisa.3i A3Ct;

(1) Sub Bidang Penilaian dan Standarisasi Mel mempunyai tugas
pokok melaksanakan tugas dan kegiatan admlnistrasi sub bidang
inventarisasi dan penilaian aset lingkup penilaian dan
standarisasi aser.

Pasal L84Q

I. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
inventarisasi dan penilaian aset;dan

m. melaporkan dan mempcrtanggungjawabkan kegiatan bidang
inveruarisasi dan penilaian aset,
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I. mctaksanakan ....

~ ~

(1) Sub Oidang Inventarisasl dan Mutas] Aset mernpunyai tugas pokok
melaksanakan sebagian tugas dan kegiatan adrninistrasi Bidang
lnventarisasi dan Penilaian Aset lingkup inventarisasi dan mutasi
aset,

(2) Untuk melaksanakan iugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1). Sub Bidang lnventarisasi dan Mutasi Aset mernpunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
inventarisasi dan mutasi aset;

b. pelaksariaan program dan petunjuk teknis di bidang
inventarisaei dan mutasi aset;

c. pengawasan, pembinaan dan pengendalian administrasi di
bidang inventarisasi dan mutasi asei:

d. pelaksanaan monitoring. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas;

e. pelaksanaan komunlkasi, koordinasi dun kerjasama dengan
lembaga/ instansi lain di bidang Inveruarisasl (jan mutasl
asetjdan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai
dengan tugas dan Iungsinya.

(3) Berdasarkan tugas pokok dun fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayer (2), uraian rugas Kepala Sub Bidang lnventarisasi
dan Mulasi Aset adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kerja, program kegiatan sub bidang
inventarisasi dan mutasi aset;

b. rncmbina, membagi tugas dan memberikan perunjuk dan
arahan kepada-bawahan:

c. memaraf dan menandatangani naskab dinas sesuai dengan
kcwcnangarmya;

d. mengendalikan pengumpulan bahan, mclakukan koordinasi
serta rekonsiliasi guna penyusunan Laporan inventarisasi dan
mutasi aset;

e. melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan realisasl
penilaian dan standarisasi inventarisasi dan mutasi aset SKPO;

f. rnenyusun kebijakan analisa kebutuhan aser/Barang Milik
Daerah;

g. melaksanakan ketatausahaan Barang Milik Daerah;
h. menghimpun dan mcngkoordinasikan rencana kebutuhan

barang unit (RKBU). rencana kebutuhan pemeliharaan barang
unit (RKTBU)rencana tahunan barang unit (RTI3U)dan rencana
tahunan pemeliharaan barang unit lRTPBU);

Pasal 184R

1. melakukan asistensi terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada
sub bidang penilaian dan standarisasi aset;

m. menyusun fonnasi pcrkcrnbangan pelaksanaan kegiatan pada
sub bidang penilaian dan standarisasi aset;

n. melakukan koordinasi dcngan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

o. mcnyclenggarakan monitoring dan evaluasi kegiaian penilaian
dan atandarisasi aseudan

p. melaporkan dan mernpertanggungjawabkan kegiatan sub
bagian penilaian dan standarisasi asei.
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(3)Berdasarkan.... t?7'11;~

Paragraf ?
Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Ase;

Pasal 1848

(1) Bidang Pemanfaaten dan Pengamanan Aset mernpunyai rugas
pokok melaksanakan rugae dan kegiatan administrasi badan di
bidang pernanfaatan dan pengamanan aset,

(2) Unruk mclaksanakan luges scbagaimana dimaksud pada
ayal (1), Bidang Pernanfaatan dan Pengamanan Ase; mernpunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk reknis di bidang
pernanfaatan dan pcngarnanan aset;

Q. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
pemanfaatan d-an pengarnanan aset:

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian adminiatrasi eli
bidang pemanfaatan dan pengamanan aset;

d. pelaksanaan monitortng, cvaluasi dan pclaporan pelaksanaan
tugas;

e. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan
Iembaga/Instansl lain di bidang pcmanfaatan dan pengamanan
aset;dan

f. pelaksanaan rugas lam yang diberikan olch atasan sesuai
dengan rugas dim Iungsinya.

i. melaksanakan koordinasi, pernbinaan, pengawasan dan
pengendalian dalam penatausahuan Barang Milik Daerah
kepada scluruh SKPD;

j. memverifikasi usuJan dan melaksanokan rnutasiypengalihan
aset Bnrang Milik Dacrah antar SKPD;

k. melaksanakan monitoring dan meneliti laporan aset/Barang
Millk Daerah tahunan dan 5 (lima) tahunan, dan dibuat
rekapitulaai mcnurut pcnggolongan dan kodefikasi;

I. rnelaksanakan penctapan siaurs penggunaan Barang Milik
Daerah yang dipergunakan oleh pengguna bar.ang/SKPD;

m,menyiapkan bahan penyusunan rancangan Keputusan Walikota
tentang penunjukkan pengelola, pcmbantu pengelola, pengguna
barang, penyimpan dan pengurus barang:

n. menyiapkan bahan penyusunan rancangan kcputusan walikota
len tang perrunjukan operator aplikasi Barang Milik Dacrah,
admin dan sargasaplikasi Barang Milik Dacrah,

o. melaksanakan pembinaan alas pencatatan aset/Barang Miiik
Dacrah ke dalam buku inventaris, Kartu Inventaris Barang
(KIB), dan Kartu Inventaris, RL!AI1gan(KIR) dan Simda BMD.

p. menghirnpun, menyuaun dan rnelaporkan rekapitulasl aras
pencatatan Barang Milik Daerah dalam Daftar Barang Mililc
Daerah,

q. memberikan masukan dan kajian kepada pimpinan dan
mengkoordinasikan terkaii dengan aser/barang milik daerah
yang berrnasalah.

r. menyusun Iormasi perkembangan pclaksanaan kegiaran pada
subbidang inventarisasi dan mutasi asct;

s. rnelakukan koordinasi dengan unit kerja te.rkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

l. meoyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
inventarisasi dan mutasi aset.dan

u. melaporkan dan mernpertanggungjawabken kegiatan sub
bagian invenrarlsasl dan mutasi aset,
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d. pelaksanaan .... ~tt,0

Pasai 184T

(1) Sub Bidang Pengamannn don Perneliharaan Aset mcmpunyal tugas
pokok melaksanakan tugas dan, kegiatan administrnsi sub bidang
Pengamanan dan Pemeliharaan aset.

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset mernpunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pengamanan dan perneliharaan aset;

b. pelaksanaan program dan perunjuk teknis di bidang
pengamanan dan pemeliharaan aset:

c. pengawasan, pernbinaan dan pengendalian adrninistrasi
dl bidang pengamanan dan pemeliharaan aset;

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayar (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Pernanfaatan dan
Pengamanan Aset adalah sebagai berikut:

a. menyusun rencana keria, program kegiatan sub bidang
pemanfaatan dan pengarnannn aset;

b. memblna, mernbagi tugas dan memberikan petunjuk clan
araban kepada bawahan:

c. memaraf dan menandatangani naskah dinas sesual dcngan
kcwcnangannya;

d. mcngendalikan pengumpulan bahan, melakukan koordinasi
serta rekonsiliasi guns penyusunan Laporan pernanfaatan dan
pengamanan aset:

e. melaksanakan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan reulisusi
penilaian dan standarisasl Invcntarisasi dan mutasi aset SKPDi

r. menyusun rumusan kebijakan teknis dibidang pcngamanan,
pemeliharaan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik
daerah;

g. melaksanakan pcngarnanan, perneliharacn, pemanfantan
penghapusan, pemindahtanganan dan pernusnahan Barang
MllikDaerah;

h. memberikan pertirnbangau kcpada pirnpinan dalam hal
pen g?JIlanan, pemeliharaan, pemanfaaran dan penghapusan
barang milik daerah;

i. menyajikan, rncndistribuslkan menyiapkan adminisrrasi
pcrnanfaatan barang milik daerah dengan sural perjanjian
kerjasama dan berita acara:

j. rrrenyiapkan administrasi pcmanfaatan, mernantau, dan
mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan barang rnilik daerah;

k. melaksanakan pengarnanan barang milik daerah mellputl
pengamanan adminietraei, pengamanan Iisik, dan pengarnanan
hukurn;

I. mengkoordinasikan pelaporan pemcliharaan barang pada setiap
SKPlJ);

m. menyusun formasi perkernbangan petaksanean kegiatan pada
sub. bidang pemanfaatan dan pengamanan aset;

n. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

o. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
pernanfaatan dan pengamanan aset;dan

p. meiaporkan dan mempertanggungjawabkan kcgiatan sub
bagian pcmanfaatan dan pengamanan nset.
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(2)Untuk .._.. A)~.~

(1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pcnghapusan Aset mempunyai
tugas pokok melaksanakan tugas dan kegiatan sub bidang
Pemanfaatan dan Penghapusan Aset,

Pasal 184U

kegiaranevaluasi

terkaitpirnpinan

pengamanan aset baik pengamanan
pengamananIisik dan pengamananhukurn/administrasi,

yuridis;
j. memberikan pertimbangan kcpada

pengamanan dan pemeliharaan aset:
k. rnenyiapkan dokumen-dokurnen dan kajian terkait dengan

perrnasalahan hukum dalam penguasaan aset;
I. menginventarisir dokumcn asli kepemilikan aset berupa tanah,

kendaraan bermotor dan aset lainnya secaraberkala;
m. rnengkoordinasikan pelaporan pemeliharaan barang pada setiap

SKPDminimal 2 (dua] semesterpertahun;
n. rnenghimpun dan menyusun laporan rekapitulasi perneliharaan

aset secara berkala;
o. mcnyusun formasi perkernbangan pelaksanaan kegiatan pada

sub bidang pengamanan dan pcrneliharaan aset:
p, melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk

kclancaran pelaksanaan tugas;
q. rnenyelenggarakan monitoring dan

perigamanan dan perneliharaan oset;dan
r. rnelaporkan dan mernpertanggungjawabkan kcgiatan sub

bagian pengarnanan dan pemeliharaan asct.

a. rnenyusun rencana kerja, program kcgiatan sub bidang
pengamanan dan -pemeliharaan aset;

b. mernbina, mcmbagi tugas dan memberikan perunjuk dan
arahan kepada bawahan;

c. rnemaraf dan rnenandatangani naskah dinas sesuai dcngan
kewcnangannya;

d. mengendalikan pengurnpulan bahan, mclakukan koordinasi
serta rekonsiliaei guna penyusunan Laporan pengamanan dan
pernellharaan .aset,

e. mela ksauakan rekonsillasl dan konsolldasi laporan reansast
pcngarnanan dan perneliharaan asct:

f. menyusun rumusan kcbijakan teknis dibidang pengamanan
clan pemeliharaanaset barangmilik daerah;

g. merurnuskan clan rnelaksanakan kebijakan pengamanan dan
pemeliharaan aser;

h. mcnyustm langkah-langkah pengamanan aset baik
pengamanan administrasi. pengamanan fisik dan pcngamanan
hukurn/ yuridis;

i. rnelaksanakan

(3) Berdasarkan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dirnaksud pada
ayai (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pengarnanan
dan Perneliharaan Aset adalah sebagaiberikut:

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pclaporan pelaksanaan
rugas;

e. pelaksanaan kornunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan
lembagaj instansi lain di bidang pengarnanan dan perneliharaan
aset.dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya,

42



p. mcnyelenggarakan .... ,.()
W~

a. menyusun rcncana kerja; program kegiatan sub bidang
pcmanfaatan dan penghapusan aset;

b. mernbina, mernbagi tugas dan mernberikan pctunjuk dan
araban kepada bawahan;

c. mernaraf dan menandatangani naskab dinas sesuai dengan
keweoangannya;

d. mengendalikan pengurnpulan bahan, melakukan koordinasi
serta rekonsiliasi guna penyusunan Laporan pemanfaatan dan
penghapusan aset;

e. melaksana.kan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan realisasi
pernanfaatan dan penghapusan aser;

f. rnenyusun rumusan kebijakan teknis dibidang pemanfaaran
dan penghapusan aset barang milik daerah;

g. menyusun rumusan pclaksanaan kebijakan Pernanfaatan,
Pengbapusandan Pernindahtanganan-Barang Milik Daerah;

h. rncnyiapkan administrasi -dan mengkoordlnasikun rencana
pemanfaaian, penghapusan dan pemindahtanganan barang
milik daerah;

i. memberikan pcrtimbangan kepada pirnpiuan dalam pengajuan,
pcrnanfaatan, penghapusan dan pernindahtangan barang milik
daerah;

1. melaksanakan pemanfaatan, penghapusan dan
pernindahranganan barang milik daerah scsuai dengan
kcrcntuan peraturan perundang-undangan;

k. rnenghimpun, menyiapkan bahan, menyusun data, rneneliti
dokumen, mernbuat laporan dan uaulan barang yang sudah
rusak, tidak digunakan untuk dihapus dan dlpindahtangankan;

L menghimpun dan mcrnbuat laporan pelakaanaan pemanfaatan
dan penghapusanbarang milik daerah;

rn. menyajikan, mendistribusikan dan menyiapkan adrninistrasi
pemanfaaian barang milik daerah dengan perjanjian kerjasama
dan berita acara;

n. mcnyusun formasi perkernbangan pelaksnnaan kegiaran pada
sub bidang pcmaufaatan dan penghapusan asct;

o. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait unruk
kelancaran pelaksauaan tugas;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
aya: (I), Sub Bidang Pernanfaatan dan Penghapusan Aset
rnempunyai Iungsi:

a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang
pemanfaatan dan penghapusan asci:

b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang
pernanfaatan dan penghapusan aset;

c. pcngawasan, pembinaan dan pengendalian administrasi di
bidang pernanfaatan dan penghapusan aset;

d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
lugaSj

e. pelaksanaan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan
Jembagaj instansi lain di bidang pemanfaatan dan penghapusan
asetjdan

r. pelaksanaan Rigas lain yang diberikan oleh atasan scsuai
dcngan, tugas dan fungsinya.

(3) Berdasarkan rugas pokok dan fungsi sebagairnana dimaksud pad a
ayat (L)dan ayat (2), uraian tugas Kepala Sub Bidang Pemanfaatan
dan Penghapusan Aset adalah sebagai berikut:
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Oiundangkan di Palembang
pada tanggaJ 19 OtStrnMr 2015

SEKRETARIS OAERAR KOTA PALEMBANG,

ul!AYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2015 NOMOR ~

HARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
pada tanggallS (lt~mbtr 2015

WAUKOT('''M BANG.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratumn WalikOla inl, dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah
KOlaPalembang.

Peraturan Walikola inimulai berlalru pada tanggal diundangkan.

PS"Sa1U

3. Dengan berlakunya Peraturan lni, maka Pasal 73 sampai dengan
Pasal 89, Peraturan Walikota PaJcmbang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Lembaga Teknis
Daerah Kota Palernbang dan Pasal 184A sampai dengan Pasal
1840 Peraturan Walikota Nomor 47 Talmn 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2009 tentang
'l\Igas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugns Lembaga Teknis Daerah
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,

p. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan
pernanfaatandan penghapusanasetjdan.

q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sub
bagian pernanfaatan dan penghapusan aset,
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